LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-05/PJ/2022

TENTANG

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT
TAGIHAN PAJAK

BENTUK, JENIS, KODE, DAN UKURAN FORMULIR NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN
PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, SURAT
KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN
PAJAK, SERTA LEMBAR PENGAWASAN

A. DAFTAR JENIS, KODE, DAN UKURAN FORMULIR NOTA PENGHITUNGAN, SURAT
KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SERTA LEMBAR PENGAWASAN

NO. Jenis Formulir Kode Formulir Ukuran
1 2 3 4
I. |Pajak Penghasilan Badan atau Orang Pribadi

1. Nota Penghitungan F.4.1.77. Folio
2. Surat Tagihan Pajak F.4.1.23. Folio
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar F.4.1.23. Folio
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan F.4.1.23. Folio
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil F.4.1.23. Folio
6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar F.5.1.23. Folio
II. |Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan
1. Nota Penghitungan F.4.1.77. Folio
2. Surat Tagihan Pajak F.5.1.23. Folio
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar F.4.1.23. Folio
4, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan F.4.1.23. Folio
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil F.4.1.23. Folio
6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar F.4.1.23. Folio

III. |Pajak Pertambahan Nilai

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, kegiatan membangun sendiri, pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut Pajak, permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai
Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, pembayaran kembali Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Belum Melakukan Penyerahan setelah jangka
waktu tertentu berakhir, perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak dipungut, tanggung jawab secara renteng, dan pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.

1. Nota Penghitungan F.4.1.77. Folio
2. Surat Tagihan Pajak F.5.2.23. Folio
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar F.4.2.23. Folio
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan F.4.2.23. Folio
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil F.4.2.23. Folio
6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar F.4.2.23. Folio




NO. Jenis Formulir Kode Formulir Ukuran
1 2 3 4
IV. |PPnBM

Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang
PPnBM-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut, Tanggung Jawab Secara
Renteng dan pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.

1. Nota Penghitungan F.4.2.77. Folio
2. Surat Tagihan Pajak F.5.2.23. Folio
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar F.4.2.23. Folio
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan F.4.2.23. Folio
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil F.4.2.23. Folio
6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar F.4.2.23. Folio
V. |Bea Meterai
1. Nota Penghitungan F.4.5.77. Folio
2. Surat Tagihan Pajak F.5.5.23. Folio
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar F.4.5.23. Folio
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan F.4.5.23. Folio
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil F.4.5.23. Folio
6. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar F.4.5.23. Folio
VI. |Bunga/Denda Penagihan
1 Nota Penghitungan F.5.0.77. Folio
2 Surat Tagihan Pajak F.5.0.23. Folio
VIL |Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan
1 Nota Penghitungan F.5.0.77. Folio
2 Surat Tagihan Pajak F.5.0.23. Folio
[P Lembar Pengawasan
1 Nota Penghitungan L.5.0.77. Folio
2 i:jli Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan L.5.0.23. Folio

Catatan: Semua formulir dan lampirannya berwarna putih
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BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK UNTUK

PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAU PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
B.1. NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

[T 11

: [_]orang prisaDI

NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN

[ ]eapan

Untuk Jenis Ketetapan/

Keputusan

: Ijsw
[Iskes

[skexa
[ sken

[Jsxexst
[ ]skeeke

Dasar Penerbitan Ketetapan/
Keputusan

: I:lPenelitian

I:]Pemeriksaan

l:IPemeriksaan Ulang

Dasar Hukum Ketetapan/

: I:IPasaI 13

[ ]rasal 14

I:lPasaI 15 ayat (1) DPasal 15 ayat (3) DPasal 17 ayat (1)

Keputusan DPasal 17 ayat (2) DPasaI 17A DPasal 17B I:IPasaI 17C DPasal 17D
Masa Pajak s.d. Laporan Penelitian/ - Nomor
Tahun Pajak Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang®) - Tanggal
Tahun Buku s.d.
Permohonan (LB) - Nomor Dasar Penetapan Pajak Terutang® : D Norma I:lPembukuan
- Tanggal D Jabatan
Tanggal SPT Disampaikan
Nama Wajib Pajak Cara WP Menghitung Penghasilan Neto® : |:I Norma DPembukuan
NPWP Pembukuan Dalam Mata Uang® : I:I Rp DUS$
Alamat Keputusan Izin Pembukuan - Nomor
Kode Pos Menggunakan Us$* - Tanggal
Pekerjaan/Usaha
KLU (5 digit}
JUMLAH RUPIAH/US$1) MENURUT
URAIAN VIABTE PAIAR FISKUS PEMBAHASAN A;()HIR
(DISETUIUIL)

1 [Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

2 |Harga Pokok Penjualan

3 |Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)

4 |Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha

5 |Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)

6 |Penghasilan Netc Dalam Negeri Lainnya:

Penghasilan dari luar usaha

Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas

Lain-Jain

Jumlah (a+b+c+d)

a
b
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d
e

7 |Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto

Penyesuaian Fiskal

a. Penyesuaian Fiskal Positif

b. Penyesuaian Fiskal Negatif

¢. Jumlah (a-b)

9 |Penghasilan Neto Luar Negeri

10

Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)

11 | Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

12 |Kompensasi kerugian

13

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

14

Penghasllan yang seharusnya tidak terutang PPh

15

Penghasilan Kena Pajak {{10-11-12-13) atau NIHIL)

16

PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)

17

Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

18

Jumlah PPh terutang (16+17)

19 |Kredit Pajak:

a. PPh ditanggung Pemerintah

b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:

b.1. PPh Pasal 21

b.2. PPh Pasal 22

b.3. PPh Pasal 23

b.4, PPh Pasal 24

b.5. Lain lain

b.6. Jumlah (b.14-b.2+b.3+b.4+b.5)

c. Dibayar sendiri:

c.1. PPh Pasal 22

¢.2. PPh Pasal 25

c.3. PPh Pasal 29

c.4.

STP (pokok kurang bayar)

c.5. Lain lain

c.6.

Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+C.5)

F.4.1.77.




URATAN

JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUD)™

Diperhitungkan:

d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)

d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)

d.3. SKPLB

d.4. SKPPKP

d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)

PPh yang seharusnya tidak terutang:

e.l. Dibayar dengan NPWP pihak lain

e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri

e.3. Telah dipotong/dipungut

e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6+d.5) atau e.4)

20

Pajak yang:

a.|Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)

b

Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)

(]

. |Nihil (18=19.f)

2

-

Sanksi administratif:

a.

STP

a.l. Denda Pasal 7 KUP

a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP

a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP

a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KuUpP

a.6. Bunga Pasal 14 {3) KUP

a.7. Bunga Pasal 19 (2) KUP

a.8. Bunga Pasal 19 {3) KUP

SKPKB

b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.2. Bunga Pasal 13 (3) huruf a KUP

b.3. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

b.4. Kenaikan Pasal 17D (5} KUP

SKPKBT

c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

Jumlah sanksi administratif (a atau b atau c)

a.|Masih harus dibayar (20.a+21.d)

22 |Jumlah PPh yang: b.|Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)
c, JNihil (20.¢)
Terbilang: . Ee et res eet e e et e e e rr o enaer e e Eaa R R e SR EE R RS e E g EE eSS E e £ o4 e R e SRR T RN ENS S L eda s ernnerrnaranatrara e erennrerarorraretrn
DIHITUNG DITELTTT

1) Coret yang tidak perlu.
2) Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut fiskus tidak diisi.
3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.

4) Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.

S) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

F.4.1.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1.

Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian,
pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Kelebihan Pajak. Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.)
ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang
Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak yang semata-
mata untuk menagih sanksi administratif (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak
tersebut harus berurutan. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2022 dapat dibuat dalam satu Nota
Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2022. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2022, harus
dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak
Januari 2022 dan untuk Masa Pajak Maret 2022,

Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam
bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak/surat
ketetapan pajak;
- lembar ke-2 . untuk pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13” (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
T e e . Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota

Penghitungan.

- Untuk Wajib Pajak . Diberi tanda " X " (silang) pada I:l (kotak) yang sesuai dengan Wajib
Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

- Kode Nota : Diisi pada [ [ | | (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada I:] (kotak) yang sesuai dengan jenis

ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan.

- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan dasar
diterbitkannya ketetapan/keputusan.

- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan dasar
hukum diterbitkannya ketetapan/keputusan.
- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01

untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang
diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat
Petunjuk Umum butir 2).

- Tahun Pajak . Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa,
Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis

dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun
buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12.
Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan
tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
- Permohonan Lebih Bayar (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib
Pajak.
Permohonan Lebih Bayar (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Waijib

Pajak.
- Tanggal Surat Pemberitahuan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima Surat Pemberitahuan (Surat
Disampaikan Pemberitahuan) Wajib Pajak.
- Dasar Penetapan Pajak Terutang : Diberi tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan dasar
penetapan pajak terutang Waijib Pajak.
- Laporan Penelitian/Pemeriksaan : Coret yang tidak perlu.
/Pemeriksaan Ulang
- Nomor . Cukup jelas.
- Tanggal . Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak . Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) (5 : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan
digit) perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi

Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat . Cukup jelas.
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- Kode Pos

- Cara Wajib Pajak (WP) Menghitung :

Penghasilan Neto
- Pembukuan Dalam Mata Uang

- Keputusan Izin
Menggunakan US$

- Nomeor
- Tanggal

Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom

Kolom Jumlah Rupiah/US$ Menurut:
- WAJIB PAJAK

- FISKUS

- PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran
Usaha/Bruto

2 Harga Pokok Penjualan

3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto

4 Pengurang Penghasilan Bruto atau
Biaya usaha

5 Penghasilan neto dalam negeri

6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:
a. Penghasilan dari luar usaha

b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas

¢. Penghasilan sehubungan dengan :

pekerjaan

d. Lain-lain

e. Jumlah
7 Fasiltas penanaman modal
pengurangan penghasilan neto

8 Penyesuaian Fiskal

9 Penghasilan neto luar negeri

10 Jumlah penghasilan neto/ berdasarkan :

Norma (Jabatan)

Pembukuan :

berupa :

Cukup jelas.

Diberi tanda " X " (silang) pada|:| (kotak) yang sesuai dengan cara
penghitungan penghasilan Wajib Pajak.

Diberi tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan Mata
Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan
pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan Waijib Pajak sesuai
dengan Surat Pemberitahuan,

Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan penelitiipemeriksa
berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang

Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US$ berdasarkan ketentuan
pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah
Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak.

Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan
jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun
pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian Surat
Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil
penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk
pengisian Surat Pemberitahuan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi
Waijib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris
ini tidak diisi.

Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah
pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian Surat
Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma
Penghitungan baris ini tidak diisi.

Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3 - 4). Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar
penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran
usaha dengan persentase Norma Penghitungan.

Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh
Waijib Pajak pada Tahun Pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk
Pengisian Surat Pemberitahuan.

Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada Tahun Pajak yang
bersangkutan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian
Surat Pemberitahuan. Bagi Waijib Pajak Badan baris ini tidak diisi.

Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan
pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang
memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk
Pengisian Surat Pemberitahuan sesuai Buku Petunjuk Pengisian Surat
Pemberitahuan. Bagi Waijib Pajak Badan baris ini tidak diisi.

Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, &
c.

Cukup jelas.

Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi
Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada Tahun Pajak
yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan.
Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada Tahun Pajak yang
bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan.
Cukup jelas.
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11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22

Zakat/sumbangan
bersifat waijib

keagamaan vyang :

Kompensasi kerugian

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan yang seharusnya tidak
terutang Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan Kena Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) terutang :
Pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) :
Pasal 24 yang telah diperhitungkan

tahun lalu

Jumlah Pajak Penghasilan (PPh)

terutang (16+17)

Kredit pajak:

a. Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung :
Pemerintah

Dipotong/dipungut pihak lain

Dibayar sendiri

diperhitungkan

Pajak Penghasilan (PPh) yang
seharusnya tidak terutang

Poo0T

f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan :

Pajak yang:

a. Tidak/Kurang dibayar

b. Lebih dibayar / seharusnya tidak
terutang

c. Nihil

Sanksi administratif

a. Surat Tagihan Pajak (STP) )

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) '

¢. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT) :

Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang:

a. Masih harus dibayar

b. Lebih dibayar/seharusnya tidak
terutang

c. Nihil

- Terbilang: ...........c.o..o...

C. Kolom Otorisasi
Dihitung

Diteliti

Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas
penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang
bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena
Pajak.

Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk
tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan
pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

Diisi sebesar jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diperkenankan
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak
Badan baris ini tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang
seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang. Baris 15
"Penghasilan Kena Pajak” tidak perlu diisi.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak
yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk
jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.

Cukup jelas.

Berikan tanda " X " (silang) pada I:] (kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;

- Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku untuk
Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan
penelitian/pemeriksaan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Berikan tanda " X " (silang) pada D {(kotak) a atau b atau c yang sesuai
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom
"JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS"

Diisi dengan nama penelitipemeriksa pajak yang membuat nota
penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan format
"Dibuat secara elekironik oleh (nama penelitipemeriksa) pada
(dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis
diisi dengan nama dan paraf penelitipemeriksa serta tanggal paraf
dibubuhkan.

Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas
nota penghitungan yang dibuat secara elekironik dengan format "Disetujui
secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada
(dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis
diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf
dibubuhkan.
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B.2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

Nomor : Tanggal Penerbitan
Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak
NPWP

I1. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto Rp/US$Y
2. Penghasilan Kena Pajak Rp/US$Y
3. PPh terutang Rp/US$Y
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US$Y
5. Jumlah PPh terutang (3+4) Rp/US$Y
6. Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah Rp/USSY
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21 Rp/US$Y
b.2. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
b.3. PPh Pasal 23 Rp/US$™
b.4. PPh Pasal 24 Rp/US$Y
b.5. Lain-lain Rp/US$Y
b.6. Jumiah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp/US$Y
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
c.2. PPh Pasal 25 Rp/US$Y
c.3. PPh Pasal 29 Rp/US$Y
c.4. STP (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
¢.5. Lain-lain Rp/US$"
c.6. Jumlah (c.14c.2+c.3+c.4+¢.5) Rp/US$Y
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP Rp/US$Y
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1) Rp/US$Y
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e) Rp/US$Y

8. Sanksi administratif:
a. Bunga Pasal .....ccoeevnnnnn
b. Kenaikan Pasal .................

¢. Jumlah sanksi administratif (a+b) Rp/US$Y
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c) Rp/uUS$Y
JLIC] 1 211 15T 2 s OO ORI

10. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak

1)
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp/US$

LT3 o1 =] T OO

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai
sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan
sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum keberatan
diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana
dimaksud pada angka 9 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perfu.

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

Nomor

Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak
NPWP

LAMPIRAN SKPKB

No

JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUT)

A v b W=

Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
Harga Pokok Penjualan

Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

a. Penghasilan dari luar usaha
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d. Lain-lain
e. Jumlah (a+b+c+d)
7 |Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
8 |Penyesuaian fiskal
a. Penyesuaian Fiskal Positif
b. Penyesuaian Fiskal Negatif
c. Jumlah (a-b)
9 |Penghasilan Neto Luar Negeri
10 |Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma
(Jabatan)?
11 |Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
12 |Kompensasi kerugian
13 |Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
14 |Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
15 |PPh terutang (tarif x 14)
16 |Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan
tahun lalu
17 |Jumlah PPh terutang (15+16)
18 |Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain—lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22
c.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
¢.5. Lain-lain
c.6. Jumlah {c.1+c¢.24+c.3+¢.4+¢.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP
e, Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)
19 |Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)
20 |Sanksi administratif:
a. Bunga Pasal ........ceceeenns
b, Kenaikan Pasal .................
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)
21 |Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)
1) Coret yang tidak perlu.

F.4.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan bagi Wajib
Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini
adalah Nota Penghitungan Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembarke-2 :untuk Seksi Pelayanan;
- lembarke-3 :untuk Seksi Pengawasan VIVIIVIV/VIVI; dan
- lembar ke4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13” (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
LU PPN : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Tahun Pajak . Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out } ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam

hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan.
Misalnya diterbitkan tanggal 26 Juli 2022, maka ditulis 26 Juli 2022,

- Tanggal Jatuh Tempo . Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya
jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2022, maka ditulis 25 Agustus 2022,

- Nama Wajib Pajak . Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Kepala Kantor, Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda tangan

yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah (Rp)/US$

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang 1 Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Waijib
Bayar Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH
RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS",

* Baris/Nomor Urut pada Surat Ketetapan * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada kolom

Pajak Kurang Bayar "JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS” dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
(Jabatan)

2 Penghasilan Kena Pajak - Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

3 Pajak Penghasilan (PPh) Terutang : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

4 Pengembalian/Pengurangan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Penghasilan (PPh) Pasal 24 yang telah
diperhitungkan tahun laiu

5 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
6 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
7 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
8 Sanksi administratif : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

sanksi administratif pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat berupa bunga
dan/atau kenaikan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
9 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
masih harus dibayar
- Terbilang: .....cocovveiiiiiniiniiiiinen, : Cukup jelas.

10 Jumlah  kurang/(lebih) bayar yang : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada kolom
disetujui Wajib Pajak berdasarkan "JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH/US$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan

Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... >

- Terbilang: ....c.ccoovviiiiiiniiiii : Cukup jelas.
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B.3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

PAJAK PENGHASILAN
Nomor : ! Tangga! Penerbitan
Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

1. Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:
Nama Wajib Pajak

NPWP :
II. Dari pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan Neto Rp/US$Y
2. Penghasilan Kena Pajak Rp/US$Y
3. PPh terutang Rp/US$Y
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US$Y
5. Jumlah PPh terutang (3+4) Rp/ussY
6. Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah Rp/US$Y
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21 Rp/US$Y
b.2. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
b.3. PPh Pasal 23 Rp/US$Y
b.4. PPh Pasal 24 Rp/US$Y
b.5. Lain-lain Rp/US$Y
b.6. Jumlah (b.14+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp/US$"
¢. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
c.2. PPh Pasal 25 Rp/US$Y
c.3. PPh Pasal 29 Rp/US$Y
c.4. STP (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
c.5. Lain-lain Rp/US$Y
c.6. Jumlah (c.14+c.2+c.3+c.4+c.5) Rp/US$Y
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPKB (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
d.3. SKPLB Rp/US$Y
d.4. SKPPKP Rp/US$Y
d.5. Jumtah (d.1+d.2-d.3-d.4) Rp/US$™
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5) Rp/US$Y
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e) Rp/Us$®
8. sanksi administratif:
Kenaikan Pasal 15 (2) KUP Rp/US$Y
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8) Rp/US$Y
L= 1211 =1 T S OO PPN
10. Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Rp/US$H

Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

=152 .= T

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi
administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum keberatan diajukan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana
dimaksud pada angka 9 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak periu.

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

PAJAK PENGHASILAN
Nomor :
Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak
NPWP

LAM S| T

(o lppls

JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT

URAIAN WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUL)

A n b WN R

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
Harga Pokok Penjualan

Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
Penghasilan neto dalam negeri (3-4)
Penghasilan neto dalam negeri lainnya
Penghasilan dari luar usaha

Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
Lain-lain

Jumlah (a+b+c+d)

Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
Penyesuaian fiskal:

a. Penyesuaian fiskal positif

b. Penyesuaian fiskal negatif

c. Jumilah (a-b)

Penghasilan neto luar negeri

o oo oo

Jumiah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)®
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
Kompensasi kerugian
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
PPh terutang (tarif x 14)
Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
Jumiah PPh terutang (15+16)
Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22
c.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
c.5. Lain-lain
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.44+¢.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
d.3. SKPLB
d.4. SKPPKP
d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5)
Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)
Sanksi administratif: ! o L
Kenaikan Pasal 15 (2) KUP [Fv-

21

Jumlah PPh yang masth harus dibayar (19+20)

1)

Coret yang tidak perlu.

F.4.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN
A. Umum
1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas Pajak Penghasilan

bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang
Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

Formulir dapat dibuat dalam bentuk elekironik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I1/I/IV/V/IVI;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam bentuk
tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

B ittt reraranaaeane : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Tahun Pajak . Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam
hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan.
Misalnya diterbitkan tanggal 26 Juli 2022, maka ditulis 26 Juli 2022,

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya
jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2022, maka ditulis 25 Agustus 2022.

- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1 Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib
Paijak vang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Kepala Kantor, Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi

tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengisian Jumlah Rupiah/US$

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan
Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang
Tambahan Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom

"JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS".
*  Baris/Nomor Urut pada Surat Ketetapan * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan pada

Pajak Kurang Bayar Tambahan kolom "JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
(Jabatan)

2 Penghasilan Kena Pajak . Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

3 Pajak Penghasilan (PPh) terutang . Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

4 Pengembalian/Pengurangan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Penghasilan (PPh) Pasal 24 yang telah
diperhitungkan tahun lalu
5 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutar : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

6 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

7 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

8 Sanksi administratif : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

9 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
masih harus dibayar
Terbilang: .....ccoveiveiiiiiiiree e : Cukup jelas.

10 Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah/US$ menurut Pembahasan Akhir

menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " {..........)"

- Terbilang: ....ccoovveeeriiriiiiicie e : Cukup jelas.
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B.4. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN

Nomor : Tanggal Penerbitan
Tahun Pajak

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:

1. Penghasilan Neto (Rugi) Rp/US$Y
2. Penghasilan Kena Pajak Rp/US$Y
3. PPh terutang Rp/US$Y
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US$1)
5. Jumlah PPh terutang (3+4) Rp/US$Y
6. Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah Rp/uUSs$Y
b. dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21 Rp/US$Y
b.2. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
b.3. PPh Pasal 23 Rp/US$"
b.4. PPh Pasal 24 Rp/US$Y
b.5. Lain-lain Rp/US$Y
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp/US$1)
¢. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
c.2. PPh Pasal 25 Rp/UsS$?
c.3. PPh Pasal 29 Rp/US$Y
c.4. STP (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
¢.5. Lain-lain Rp/US$Y
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) Rp/US$Y
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP Rp/US$Y
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan {a+b.6.+c.6.-d.1.) Rp/USs$Y
7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5-6.e.) Rp/Uss? NI HIL
8. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak Rp/US$Y

berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

L= 121 t= 1o PP

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu.

F.4.1.23.
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LAMPIRAN SKPN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN

Nomor
Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak

NPWP
JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT

No URAIAN PEMBAHASAN

mor WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUI)

1 |Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto

2 |Harga Pokok Penjualan

3 |Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)

4 |Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha

5 |Penghasilan neto dalam negeri (3-4)

6 |Penghasilan neto dalam negeri lainnya:

Penghasilan dari luar usaha
Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
Lain-lain
Jumlah (a+b+c+d)
7 |Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
8 |Penyesuaian fiskal:
a. Penyesuaian fiskal positif
b. Penyesuaian fiskal negatif
c. Jumlah (a-b)
9 |Penghasilan neto luar negeri
10 [Jumiah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)V
11 |Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
12 |Kompensasi kerugian
13 |Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
14 |Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
15 |PPh terutang (tarif x 14)
16 |Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
17 |Jumlah PPh terutang (15+16)
18 |Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Dibayar sendiri:
c.l. PPh Pasal 22
c.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
¢.5. Lain-lain
¢.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1.)

® op oo

19 |Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18.e.) NIHIL

1) Coret yang tidak periu.

F.4.1.23.
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A. Umum

Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas Pajak Penghasilan bagi Wajib
Pajak Badan atau Orang Pribadi.
Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini
adalah nota penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.

a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :

Surat Ketetapan Pajak Nihil ditandatangani secara elektronik;

Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Nihil dalam bentuk tertulis; dan

Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Nihil tersebut dilakukan secara elektronik;

b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Nihil dicetak dalam rangkap 4 (empat):
lembar ke-1  : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

1.

2.

1.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;

PAJAK PENGHASILAN

lembar ke-3  : untuk Seksi Pengawasan IIAI/IV/VIVI;

lembar ke-4  : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis),
B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/ldentitas

- Tahun Pajak
- Tanggal Penerbitan

- Nama Wajib Pajak
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Kepada

- a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah/US$
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil

b. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Baris/Nomor Urut pada Surat Ketetapan

Pajak Nihil

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 26 Juli 2022, maka ditulis 26 Juli 2022,

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal

Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda

tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian
Keuangan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil

*

Pajak Penghasilan Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH
RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil pada kolom "JUMLAH
RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1

2
3

Penghasilan Neto/berdasarkan
Norma (Jabatan)/ (Rugi)
Penghasilan Kena Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) terutang

Pengembalian/Pengurangan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 24 yang
telah diperhitungkan tahun lalu
Jumlah Pajak Penghasilan (PPh}
terutang

Kredit Pajak

Jumiah Pajak Penghasilan (PPh) :

yang masih harus dibayar

Jumlah kurang/(lebih) bayar yang :

disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Terbilang: .....coeveeieiiiiiiiiieeens :

Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil pada kolom
"JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan
ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH/US$ menurut Pembahasan Akhir
menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... .

Cukup jelas.
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B.5. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN

Nomor : Tanggal Penerbitan
Tahun Pajak

I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan’’ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari penelitian/pemeriksaan®’ tersebut di atas, penghitungan jumtah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai
berikut:

1. Penghasilan Neto (Rugi) Rp/US$Y
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Rp/US$Y
3. Penghasilan Kena Pajak Rp/US$"
4. PPh terutang Rp/US$Y
5. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu Rp/US$Y
6. Jumlah PPh terutang (4+5) Rp/US$Y
7. Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah Rp/US$Y
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21 Rp/US$Y
b.2. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
b.3. PPh Pasal 23 Rp/US$Y
b.4. PPh Pasal 24 Rp/US$Y
b.5. Lain-lain Rp/US$Y
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp/US$Y
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22 Rp/US$Y
c.2. PPh Pasal 25 Rp/US$Y
c.3. PPh Pasal 29 Rp/US$Y
c.4. STP (pokok kurang bayar) Rp/US$Y
¢.5. Lain-lain Rp/US$Y
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) Rp/USS$Y
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPLB Rp/US$Y
d.2. SKPPKP Rp/US$Y
d.3. Jumlah (d.1+d.2) Rp/US$Y
e. PPh yang seharusnya tidak terutang:
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain Rp/US$Y
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp/US$Y
e.3. Telah dipotong/dipungut Rp/US$Y
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3) Rp/US$Y
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ({(a+b.6+c.6-d.3)
atau (e.4)) Rp/US$Y
8. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (7.f-6) Rp/US$"
JLIC=T 251 = T o T OO OO O F OO P TSP RS

9. Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak  Rp/US$Y
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

B 1= 71 = 1T

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu.

F.4.1.23.
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PAJAK PENGHASILAN

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

Nomor
Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak
NPWP

LAMPIRAN SKPLB

Nom

URAIAN

JUMLAH RUPIAH/US$" MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR (DISETUIUI)

Sl A WN

10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
Harga Pokok Penjualan

Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)

Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
Penghasilan dari luar usaha

Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
Lain-lain

. Jumlah (a+b+c+d)

Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
Penyesuaian fiskal

a. Penyesuaian Fiskal Positif

b. Penyesuaian Fiskal Negatif

¢. Jumlah (a-b)

Penghasilan Neto Luar Negeri

Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)l)
Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
Kompensasi kerugian

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh
Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)

PPh terutang (tarif x 15) atau NIHIL

o o0 oo

Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

Jumiah PPh terutang (16+17)

Kredit Pajak:

a. PPh ditanggung pemerintah

b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21
b.2. PPh Pasal 22
b.3. PPh Pasal 23
b.4. PPh Pasal 24
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.24+b.3+b.4+b.5)

c. Dibayar sendiri:

c.1l. PPh Pasal 22

c.2. PPh Pasal 25

c.3. PPh Pasal 29

c.4. STP (pokok kurang bayar)

c.5. Lain-lain

c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)
d. Diperhitungkan:

d.1. SKPLB

d.2. SKPPKP

d.3. Jumlah (d.1+d.2)

e. PPh yang seharusnya tidak terutang:
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
e.3. Telah dipotong/dipungut
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)

f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4)

20

Jumlah PPh vang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)

1)

Coret yang tidak perlu.

F.4.1,23.
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A. Umum
1.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

PAJAK PENGHASILAN

Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayaratas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak
Badan atau Orang Pribadi.

Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah
Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).

Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.

a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ditandatangani secara elektronik;

Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam bentuk tertulis; dan

Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;

b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):

lembar ke-1  : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2  : untuk Seksi Pelayanan;

lembar ke-3  : untuk Seksi Pengawasan INII/IV/V/VI;
lembar ke-4

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" {(dalam hal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak
Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah/US$
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar :

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

*

Baris/Nomor Urut pada Surat Ketetapan

*

Pajak Lebih Bayar

: untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam

hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan.
Misalnya diterbitkan tanggal 26 Juli 2022, maka ditulis 26 Juli 2022.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda tangan
yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH
RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pada kolom "JUMLAH
RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1

Penghasilan Neto/berdasarkan Norma :
(Jabatan)/(Rugi)

Penghasilan yang seharusnya
terutang Pajak Penghasilan (PPh)

tidak :

Penghasilan Kena Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) terutang
Pengembalian/Pengurangan Pajak :
Penghasilan (PPh) Pasal 24 yang telah
diperhitungkan tahun lalu

Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang :
Kredit Pajak :
Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang :
lebih bayar/seharusnya tidak terutang

Terbilang: .....ocovveniiiiiiiii
Jumlah  (kurang)/lebih  bayar yang :
disetujui Wajib Pajak berdasarkan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Terbilang: .......ccoooeviiiiiiniieeiie e

Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Diisi dalam
hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang
seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang. Baris 1 "Penghasilan Neto (Rugi)" & baris 3 "Penghasilan Kena Pajak” pada
formulir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tidak perlu diisi.

Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Diisi sesuai dengan baris 19.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Cukup jelas.

Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pada kolom
"JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan
ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH/US$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan
Kurang Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).

Cukup jelas.
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B.6. SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN

Nomor : * Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I.  Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak
NPWP

IL. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Angsuran PPh tahun berjalan/angsuran pokok pajak/penundaan pokok

pajak/pokok pajak yang harus dibayar® Rp/US$Y
2. Telah dibayar Rp/US$Y
3. Kurang dibayar (1-2) Rp/US$Y

4. Sanksi administratif:

a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 (KUP)
atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa/Tahunan ¥

b. Bunga Pasal 8 {2) KUP Rp/US$Y
atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar

c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP Rp/US$Y
atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal ..... yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar

Rp

d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp/US$Y
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak

e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP Rp/US$Y
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan

f. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp/ussV
atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis
dan/atau salah hitung

g. Bunga Pasal 19 (2) KUP Rp/USSY
Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau
menunda pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak
terutang berdasarkan SPT Tahunan

h. Bunga Pasal 19 (3) KUP Rp/UssY
Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda
penyampaian SPT Tahunan, atas kekurangan pembayaran
pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak
terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya

terutang
i. Jumiah sanksi administratif (a+b+c+d+e+f+g+h) Rp/US$V
5. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.h) Rp/US$Y

LI 211 =T T OO OO OSSO U USROS

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan
dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi  .ovveeeveeeeerinan,

1) Coret yang tidak perlu.

F.5.1.23.
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SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN

Nomor
Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

LAMPIRAN STP

NPWP
No JUMLAH RUPIAH/US$Y MENURUT
mor URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS
1 |Angsuran PPh tahun berjalan/angsuran pokok pajak/penundaan pokok

pajak/pokok Pajak yang harus dibayar

Telah dibayar

Kurang dibayar (1-2)

Sanksi administratif:

o o

® o 0

o

g.
h

Denda Pasal 7 KUP

Bunga Pasal 8 (2) KUP
Bunga Pasal 8 (2a) KUP
Bunga Pasal 9 (2a) KUP
Bunga Pasal 9 (2b) KUP
Bunga Pasal 14 (3) KUP
Bunga Pasal 19 (2) KUP
Bunga Pasal 19 (3) KUP

Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e+f+g+h)

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)

D

F.5.1.23.

Coret yang tidak perlu.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum
1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan bagi Waijib
Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan bagi Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini
adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Tagihan Pajak tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Tagihan Pajak dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembarke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 :untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 :untuk Seksi Pengawasan I/I/IIVIV/V/VI; dan
- lembarke-4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
B e : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal Surat Tagihan

Pajak diterbitkan atas Pajak Penghasilan Pasal 25 diisi dengan Masa Pajak
serta Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 29 Juli 2022, maka
ditulis 29 Juli 2022,

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam
hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh
tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2022, maka ditulis 25

Agustus 2022,
- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
-  Kepada : Diisi dengan nama Waijib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak . Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ Surat Tagihan Pajak serta hama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau
Kepala Seksi .................. , pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal Surat
Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis dibubuhi tanda tangan yang
bersangkutan dan dibubuhi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang
mengatur mengenai Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US$

a. Lampiran Surat Tagihan Pajak : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penghasilan Waijib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
b. Surat Tagihan Pajak 1 Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Tagihan Pajak
* Baris/Nomor Urut pada Surat: Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Tagihan Pajak pada kolom "JUMLAH
Tagihan Pajak RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Angsuran Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak
tahun berjalan/angsuran pokok terdapat pokok pajak diisi dengan tanda “ - " (strip).

pajak/penundaan pokok
pajak/pokok pajak yang harus
dibayar
2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak
terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).
3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Tagihan Pajak.
4 Sanksi administratif . Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Tagihan Pajak.
5 Jumlah yang masih harus dibayar: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

Terbilang: ............... : Cukup jelas.




-27-

C. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK
UNTUK PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

C.1. NOTA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN

KODE NOTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

[Ividak Final  : [_]pasal 15 [ Jpasal 21 [ ]rasat 22 [ Jpasal 23 [ Jpasai 26
DPPh Final : I:IPasal 4 (2) Final I:lPasal 15 Final I:lPasaI 19 Final DPPh Pasal 21 Final

[Jrasat 22 Finai [[_pasal 23 Final [Jpasal 26 Final ~ [__]PPh Final atas Penghasilan Tertentu
Berupa Harta Bersih yang
Diperlakukan atau Dianggap
sebagai Penghasilan

DPPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa
Bagian Harta Bersih yang Dikenai Tambahan Harta Bersih yang Diperlakukan atau
Pajak Penghasilan Dianggap sebagai Penghasilan bagi Orang

Pribadi

I:IDenda Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Untuk Jenis Ketetapan st . [skeke [ ]skexer
IRET []sxen

Dasar Penerbitan Ketetapan : DPeneIitian DPemeriksaan EIPemeriksaan Ulang
Dasar Hukum Ketetapan :l:lPasal 13 UU KUP DPasal 14 UU KUP I:IPasaI 15 ayat (1) UU KUP DPasal 15 ayat (3) UU KUP

[Jrasat 17 ayat (1) uukup [ |Pasal 17 ayat (2 U kuP [ |Pasal 174 UU KuUP [Jpasal 178 vu kup

[ Jrasat 13 ayat (4yuupp [ |pasal 18 uu pp [Jpasal 7 ayat (4) hurufa  [|Pasal 11 ayat (2) LU

UU HPP HPP
DPasal 12 ayat (4) huruf
a UU HPP
Masa Pajak H s.d. Tahun Pajak
Permohonan (L - Nomor H Tahun Buku : s.d.
- Tanggal : Laporan Penelitian/ - Nomor
Tanggal SPT Disampaikan  : Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang® - Tanggal
Nama Wajib Pajak : Pekerjaan/Usaha
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit)
Kode Pos
JUMLAH RUPIAH MENURUT
URAIAN PEMBAHASAN AKHIR

WAJIB PAJAK SK
AJB PAL FISRES (DISETUIUD)Y

1 |Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak:

a, PPh Pasal 21

a.1 Pegawai tetap

a.2 Pegawai tidak tetap

2.3 Jumlah (a.1+a.2)
b. PPh Pasal ..

c. PPh Final ... e
2 |Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh
PPh ... ! yang terutana (tarif x a atau b atau ¢ atau NIHIL}

w

4 |Kredit Pajak:

. PPh Ditanggung Pemerintah
. Setoran masa

. STP {pokok kurang bayar)

. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ..........

PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar

. Lain-lain

. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ..... ...
Diperhitungkan:

a

b

C.

d

e. Uang Tebusan yang telah dibayar
f.

9

h

i

1.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
i.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)

i.3. SKPLB

i.4, Jumlah (i.1.+i.2-i.3)

F.4.1.77.
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JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN WAJIB PAJAK FISKUS PEMBAHASAN ASKHIR
(DISETUIUD)®
j. PPh yang seharusnya tidak terutang:
j-1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
j.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
j.3. Telah dipotong/dipungut
j.4.Jumlah (j.14j.2+j.3)
k. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b<+c+d+e+f+g-h+i.4) atau (j.4))
a |Tidak/Kurang dibayar {3-4.k)
5 |Pajak yang : b |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.k-3)
¢ |Nihil (3=4.k)
6 |Sanksi administratif :
a. STP
a.1 Denda Pasal 7 KUP
a.2 Bunga Pasal 8 (2a) KUP
a.3 Bunga Pasal 9 (2a) KUP
a.4 Bunga Pasal 14 (3) KUP
a.5 Bunga Pasal 19 (3) KUP
b. SKPKB
b.1 Bunga Pasal 13 (2) KUP
b.2 Bunga Pasal 13 (3) huruf b KUP
b.3 Kenalkan Pasal 13 (3) huruf d KUP
b.4 Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP
¢, SKPKBT
¢.1 Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
d. Jumlah sanksi administratif (a atau b atau ¢)
a|Masih harus dibayar (5.a+6.d)
7 [Jumlah PPh yang : b|Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)
c]Nihil (5.c)
B Y e e P T T P P P ETTTTT T TTTTTTTTTTPRITT T TP TP TP T PP CP YT TP ST PYYS P AR TP TP ETTT YT
DIHITUNG DITELTTT

1) Diisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan,
2) Coret yang tidak periu,

3) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

F.4.1.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1.

4,

Formulir Nota Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (F.4.1.77. ) digunakan untuk menuangkan
data hasil penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang, atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang
akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau atas keterlambatan penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak.

Formulirini (F.4.1.77. ) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan:

a. Tidak Final : Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

b. Final 1 Pasal 4 ayat (2) Final, Pasal 15 Final, Pasal 19 Final, Pasal 21 Final, Pasal 22 Final, Pasal 23 Final,
Pasal 26 Final, atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap
sebagai Penghasilan, atas Penghasilan Tertentu Berupa Bagian Harta Bersih yang Dikenai Tambahan
Pajak Penghasilan, dan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau
Dianggap sebagai Penghasilan bagi Orang Pribadi.

c. denda keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun

Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak yang semata-mata untuk menagih sanksi administratif (tidak terdapat

pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak

yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2022 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu

Masa Pajak Januari s.d. April 2022. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2022, harus dibuat dalam dua

Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2022 dan

untuk Masa Pajak Maret 2022.

Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam

bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak;

- lembar ke-2 . untuk pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas

Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
e : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan,

- Kode Nota © Diisi pada [_| | ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Tidak Final/Final : Diberi tanda " X" (silang) pada I:l (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan

yaitu final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda " X " (silang) pada
(kotak) sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.

- Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) padaD (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan
yang akan diterbitkan.

- Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ] (kotak) yang sesuai dengan dasar
diterbitkannya ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum
diterbitkannya ketetapan.

- Masa Pajak . Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa

Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah
ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak

tetap diisi.
Dalam hal Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih
yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, Tahun Pajak adalah saat
diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan sehubungan ditemukannya Harta Bersih
yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan.

- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka
01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan
tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka
diisi/ditulis 07 s.d. 06.

- Permohonan Lebih Bayar (LB) - : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang
Nomor lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Waijib Pajak.
Permohonan - Tanggal : Diisi dalam hal Waijib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang
lebih dibavar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Waiib Paiak.
- Tanggal Surat Pemberitahuan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
Disampaikan
- Laporan . Coret yang tidak perlu.
Penelitian/Pemeriksaan/
- Nomor : Cukup jelas.

- Tanggal . Cukup jelas.
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- Nama Wajib Pajak

- Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

- Pekerjaan/Usaha

- Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) (5 digit)

- Alamat

- Kode Pos

. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK
- FISKUS

- PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut

1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar :

Pengenaan Pajak

2 Penghasilan yang Seharusnya :

Tidak Terutang Pajak
Penghasilan (PPh)

3 Pajak Penghasilan (PPh)
yang terutang

4 Kredit Pajak:

a. Pajak Penghasilan (PPh) :

Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah
b. Setoran masa

¢. Surat Tagihan Pajak (STP):

{pokok kurang bayar)
d. Kompensasi kelebihan dari
Masa Pajak.........

e. Uang Tebusan yang telah
dibayar

f. Pajak Penghasilan (PPh)
Final atas Pengungkapan
Harta Bersih yang telah
dibayar

g. Lain-lain

h. Kompensasi kelebihan ke
Masa Pajak .........

i. Diperhitungkan

j- Pajak Penghasilan (PPh)
yang seharusnya tidak
terutang

k. Jumlah pajak yang dapat
dikreditkan
5 Pajak yang :
a. Tidak/Kurang dibayar
b. Lebih dibayar/seharusnya
tidak terutang
c. Nihil
6 Sanksi administratif

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Waijib Pajak sesuai dengan Surat

Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan penelitiipemeriksa berdasarkan hasil
Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang.

Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan jenis ketetapan/keputusan
vang terbit adalah Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak
yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 "
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang"” tidak periu diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang.

Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau
NIHIL dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar yang seharusnya tidak terutang.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan
angka " 0 " (nol) atau " - " (strip).

Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi
yang berasal dari Masa Pajak Januari 2022 dan Masa Pajak Mei 2022, maka ditulis "
Januari 2022, Mei 2022".

Diisi dalam hal terdapat uang tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak yang telah
dibayar oleh Waijib Pajak.

Diisi dalam hal terdapat Pajak Penghasilan Final atas Pengungkapan Harta Bersih

yang telah dibayar oleh Waijib Pajak.

Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, ¢, d, e, f, h, dan i, termasuk
setoran tahunan

Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi
ke Masa Pajak April 2022 dan Masa Pajak Juli 2022, maka ditulis "April 2022, Juli
Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak
terutang sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.

Cukup jelas.

Berikan tanda " X " (silang) pada[_| (kotak) a atau b atau c yang sesuai
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku untuk Masa
Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
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a. Surat Tagihan Pajak (STP)

b. Surat Ketetapan Pajak :

Kurang Bayar (SKPKB)

c. Surat Ketetapan Pajak :

Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT)

7 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) :

a. Masih harus dibayar
b. Lebih dibayar/seharusnya
tidak terutang
¢. Nihil
- Terbilang: .....c.ccovvvenenennen.

C. Kolom Otorisasi

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Berikan tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS".

- Dihitung : Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan
tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada
(dd/mmiyyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf
peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.

- Diteliti : Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang
dibuat secara elekironik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala
Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan
nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.
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C.2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ......."

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ...............

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. PPh .covees  yang terutang Rp
3. Kredit Pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp

b. Setoran masa Rp

¢. STP (pokok kurang bayar) Rp

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak .......... Rp

e. Uang Tebusan yang telah dibayar Rp

f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar Rp

g. Lain-lain Rp

h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak .......... Rp

i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h) Rp
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i) Rp

5. Sanksi administratif:
a. Bunga Pasal .......covvunnne
b. Kenaikan Pasal .................

¢. Jumlah sanksi administratif (a+b) Rp
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c) Rp
e ———————
LI 1 L= T T RN

7. Jumlah kurang/{lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak

berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp

JLIC =g 21 = 3 T T Y

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai
sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan
sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana
dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ......cceceun?’

Nomor

Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib pajak
NPWP

LAMPIRAN SKPKB

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUJUIL)

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
PPh Pasal ......... ) yang terutang

Kredit pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah

b. Setoran masa

STP (pokok kurang bayar)

Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ............

Uang Tebusan yang telah dibayar

- o® o o

PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar

Lain-lain

T

Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ............

i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)

Sanksi administratif:

a. Bunga Pasal .................

b, Kenaikan Pasal .................

¢. Jumlah sanksi administratif (a+b)

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c¢)

1)

Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.4.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

A Umum
1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan:
a. Tidak Final : Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
b. Final : Pasal 4 ayat (2) Final, Pasal 15 Final, Pasal 19 Final, Pasal 21 Final, Pasal 22 Final, Pasal 23 Final, Pasal 26 Final, atas

Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, atas Penghasilan
Tertentu Berupa Bagian Harta Bersih yang Dikenai Tambahan Pajak Penghasilan, dan atas Penghasilan Tertentu
Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan bagi Orang Pribadi,

2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan ini adalah Nota
Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dilakukan secara elektronik:
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertuis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembarke-2  :untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan VINIVIV/VE,
- lembar ke4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas
T e reeeeeeeeeees . DIISEdEN@an dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENGHASILAN ..... . Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

- Nomor . Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Tahun Pajak.

Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka diisi Maret 2022, Dalam hal diterbitkan atas
Surat Pemberitahuan Tahunan cukup diisi dengan Tahun Pajak.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out ) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan
tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

- Tanggal Jatuh Tempo - Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara
manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo
tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Kepala Kantor, Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda tangan yang

bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah RUPIAH

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak 1 Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan
Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS".
* Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan *  Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan perincian sebagai
Pajak Kurang Bayar berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Pengenaan Pajak
2 Pajak Penghasilan (PPh) ..... yang : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

terutang
3 Kredit Pajak :  Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
4 Pajak yang tidak/kurang dibayar :  Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
5 Sanksi administratif . Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Sanksi administratif pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat berupa bunga dan/atau
kenaikan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
6 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh)  : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
yang masih harus dibayar
- Terbilang: .......c.c..ccoviiiiiniceenn.t - Cukup jelas.

7 Jumlah kurang/lebih) bayar yang : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada kolom
disetujui Wajib Pajak berdasarkan "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam
Pembahasan Akhir Hasil hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda
Pemeriksaan. L (U )"

- Terbilang: ......ccoceviiiiiinnnnin, : Cukup jelas.
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C.3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ..........
Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. PPh...... ) yang terutang Rp
3. Kredit Pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp

b. Setoran masa Rp

c. STP (pokok kurang bayar) Rp

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ......... Rp

e, Lain-lain Rp

f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ........ Rp

g. Diperhitungkan:
g.1l. SKPKB (pokok kurang bayar) Rp
g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) Rp
g.3. SKPLB Rp
g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3) Rp

h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d-f+g.4) Rp

4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h) Rp
5. Sanksi administratif:
Kenaikan Pasal 15 Ayat (2) Rp

6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) Rp
P ————

L= 11 = T« N

7. Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib  Rp
Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

1101211 = 1 Ve T

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai
sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya
penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum
keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah
sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.4.1.23.
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LAMPIRAN SKPKBT

URAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHA
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor

Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib pajak

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUI)

1 |Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
2 |PPh ... 1 yang terutang

3 |Kredit pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah

b. Setoran masa

c. STP (pokok kurang bayar)

d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ............

Lain-lain

o

f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ............
g. Diperhitungkan:
g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
g.3. SKPLB
g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3)
h. 3Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f+g.4)
4 |Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)
5 |Sanksi administratif:
Kenaikan Pasal 15 Ayat (2)

6 |Jumlah PPh yang masih harus dibayar: (4+5)

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.4.1.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1.

4.

Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas Pajak Penghasilan:
a. Tidak Final : Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
b. Final : Pasal 4 ayat (2) Final, Pasal 15 Final, Pasal 19 Final, Pasal 21 Final, Pasal 22 Final, Pasal 23 Final, dan Pasal 26 Final.

Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan ini adalah
Nota Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.),

Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Datam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan VII/II/IV/V/VI;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam bentuk

B. Petﬁnjuii I"engisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
et eveee e, . Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENGHASILAN PASAL ...... . Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

- Nomor . Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan
yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak . Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak.

Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka diisi Maret 2022. Dalam hal diterbitkan atas
Surat Pemberitahuan Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya
diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022,

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara
manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo
tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak
yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Kepala Kantor, Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda

tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan
Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan Tambahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS".

*  Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dengan
Pajak Kurang Bayar Tambahan perincian sebagai berikut:
1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Pengenaan Pajak
2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

... Yang terutang

3 Kredit Pajak . Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4 Pajak yang tidak/kurang dibayar . Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
5 Sanksi administratif : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

6 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) :  Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
yang masih harus dibayar
- Terbilang: .......covvvivvniriniennn, : Cukup jelas.

7 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan pada
disetujui Wajib Pajak berdasarkan kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan
Pembahasan Akhir Hasil dalam hal jumlah Rupiah/US$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis
Pemeriksaan dalam tanda " (.......... )y

- Terbilang: .....ccoecvrnnviiiiennnen, : Cukup jelas.
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C.4. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor ; Tanggal Penerbitan

Masa/Tahun Pajak

L. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ..............

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut:

1, Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. pph .........") yang terutang Rp
3. Kredit Pajak:
a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp
b. Setoran masa Rp
c. STP (pokok kurang bayar) Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ......... Rp
e. Lain-lain Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ......... Rp
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f) Rp
4. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.9) Rp
_—————
JLICS 11 U U

5. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak

berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp

= o1 = T T TPRN

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.4.1.23.
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LAMPIRAN SKPN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor
Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
WAIJIB PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUI)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
2 |PPh ........ 1) yang terutang
3 |Kredit pajak:
a. PPh Ditanggung Pemerintah
b. Setoran masa
c. STP (pokok kurang bayar)
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ..........
e. Lain-lain
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ..........
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)
4 |Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g) NIHIL

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.4.1.23.
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A. Umum

1.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas Pajak Penghasilan:

a. Tidak Final
b. Final

Final.

Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
Pasal 4 ayat (2) Final, Pasal 15 Final, Pasal 19 Final, Pasal 21 Final, Pasal 22 Final, Pasal 23 Final, dan Pasal 26

Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan ini adalah Nota
Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.

a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :

Surat Ketetapan Pajak Nihil ditandatangani secara elektronik;

Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Nihil dalam bentuk tertulis; dan

Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Nihil tersebut dilakukan secara elektronik;

b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Nihil dicetak dalam rangkap 4 (empat):

lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
lembar ke-3

lembar ke-4

Ukuran kertas
Dicetak (print-out } dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

- Nomor

- Masa/Tahun Pajak

- Tanggal Penerbitan

- Nama Waijib Pajak
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Kepada

- a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil

b. Surat Ketetapan Pajak Nihil

*  Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan *

: untuk Seksi Pengawasan VIVIIVIVV/IVI;
: untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan,

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun
pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022. Dalam hal
diterbitkan atas Surat Pemberitahuan Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari

Waijib Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda tangan yang
bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pemotongan atau
Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil
Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil dengan perincian sebagai

Pajak Nihil berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
Pengenaan Pajak

2 Pajak Penghasilan (PPh) ....... yang : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
terutang

3 Kredit Pajak . Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil,

4 Jumlah Pajak Penghasilan (PPh): Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

yang masih harus dibayar

Jumlah kurang/(lebih) bayar yang :
disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan

Terbilang: .........cocoeeiiiinennn.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil pada kolom
"JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan
ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (.......... >

Cukup jelas.
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C.5. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ....."

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak

1. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ........... RE

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar/seharusnya tidak
terutang adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Rp
3. PPh......... D yang terutang Rp
4, Kredit Pajak:
a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp
b. Setoran masa Rp
c. STP (pokok kurang bayar) Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...... Rp
e. Lain-lain Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...... Rp
g. Diperhitungkan:
g.1.SKPLB Rp
h. PPh yang seharusnya tidak terutang:
h.1.Dibayar dengan NPWP pihak lain Rp
h.2, Dibayar dengan NPWP sendiri Rp
h.3.Telah dipotong/dipungut Rp
h.4.Jumlah (h.1+h.2+h.3) Rp
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1)
atau (h.4)) Rp
5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3) Rp
JLIC =5 o1 =1 T N

6. Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak Rp
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

LI > L1 = T g

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.
2) Coret yang tidak periu.

F.4.1.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN .....

Nomor
Masa/Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak

LAMPIRAN SKPLB

NPWP
N JUMLAH RUPIAH MENURUT

o

URAIAN PEMBAHASAN AKHIR
K
WAJIB PAJA FISKUS (DISETUIUI)

1 |Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak

2 |Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh

3 |pPh....... D yang terutang (tarif x angka 1 atau NIHIL)

4 |Kredit pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah

s

Setoran masa
STP (pokok kurang bayar)
Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ..........

Lain-lain

™o a0

Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...........
Diperhitungkan:

g.1, SKPLB

h. PPh yang seharusnya tidak terutang:

h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain

h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri

[fa]

h.3. Telah dipotong/dipungut

h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)

i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-
g.1) atau (h.4))

Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(4.i.-3)

1)

Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.4.1.23.




-43-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum
1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Penghasilan:
a. Tidak Final : Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
b. Final : Pasal 4 (2) Final, Pasal 15 Final, Pasal 19 Final, Pasal 21 Final, Pasal 22 Final, Pasal 23 Final, dan Pasal 26

Final.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan ini adalah Nota
Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).

3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.

a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka:
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;

b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-Z : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan II/IIIV/V/VI;
- lembar ke4: untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

4, Ukuran Kertas:
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas
L PPN . Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENGHASILAN PASAL ..... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak . Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak.

Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka diisi Maret 2022, Dalam hal diterbitkan
atas Surat Pemberitahuan Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out ) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam
hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan.
Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

- Nama Wajib Pajak . Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada - Diisi dengan nama Wajib Badan atau Waijib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak . Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Kepala Kantor, Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda tangan yang

bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak . Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pemotongan atau
Lebih Bayar Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT FISKUS".
* Baris/nomor urut pada Surat * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dengan perincian
Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Pengenaan Pajak
2. Penghasilan yang seharusnya : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Diisi dalam
tidak terutang Pajak Penghasilan  hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas
{PPh) penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana
dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Baris
1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
....... yang terutang
4. Kredit Pajak - Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

5. Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
yang lebih dibayar/ seharusnya

- Terbilang: ...c..coveiiiiiian . Cukup jelas.

6 Jumlah (kurang)/lebih bayar yang : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pada kolom
disetujui Wajib Pajak  "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan
berdasarkan Pembahasan Akhir  dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Kurang Bayar
Hasil Pemeriksaan. ditulis dalam tanda " (.......... ).

- Terbilang: .......ccociiiiine. . Cukup jelas.
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C.6. SURAT TAGIHAN PAJAK PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL ....."/DENDA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA
PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI?

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulangz’ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal
.......... Y/kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi?:

Nama Wajib Pajak
NPWP

IL. pari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut:

1. Pajak yang harus dibayar Rp
2. Telah dibayar Rp
3. Kurang dibayar (1-2) Rp
4. Sanksi administratif:

a. Denda Pasal 7 KUP Rp
keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal
.... )/SPT Masa PPh Unifikasi®

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP Rp

atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal .... Y yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar

¢. Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp

atas pembayaran atau penyetoran pajak yang
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
untuk suatu saat atau Masa Pajak

d. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp

atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah
tulis dan/atau salah hitung

e. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d) Rp
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e) Rp
LI 211 =TT T SO OP OO PO OO PO PP

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan
pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi .......oeveeeeerenee

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.
2) Coret yang tidak periu.
3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama- seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau

pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur
Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.1.23.
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SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL ....."/DENDA
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK

PENGHASILAN UNIFIKASI?

Nomor
Masa/Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

LAMPIRAN STP

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS

1 |Pajak yang harus dibayar

2 |Telah dibayar

3 |Kurang dibayar (1-2)

4 [Sanksi administratif:

a. Denda Pasal 7 KUP

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
¢. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP

e. Jumilah sanksi administratif (a+b+c+d)

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.¢)

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak.

F.5.1.23.
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A. Umum

1.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK

PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif keterlambatan
penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi atau atas Pajak Penghasilan:

a.
b.

Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Tidak Final
Final
Pasal 26 Final.

Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
Pasal 4 ayat (2) Final, Pasal 15 Final, Pasal 19 Final, Pasal 21 Final, Pasal 22 Final, Pasal 23 Final, dan

ini adalah Nota

Penghitungan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).

Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :

- Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik;

- Tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis; dan

- Pengiriman Surat Tagihan Pajak tersebut dilakukan secara elektronik;

a.

- lembar ke-1

. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Tagihan Pajak dicetak dalam rangkap 4 (empat):
: untuk Waijib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-3
- lembar ke-4

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Datalldentitas

PAJAK PENGHASILAN PASAL ....... :

Nomor

Masa/Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi .........covvenniens

Pengisian Jumlah Rupiah

a.

b.

*

Lampiran Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak

Baris/nomor Urut pada Surat Tagihan

Pajak

: untuk Seksi Pengawasan VIIIVIVIVIVI;
: untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun
pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022 maka ditulis Maret 2022. Dalam hal
diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya
jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari

Wajib Pajak yang bersangkutan.

Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan Surat
Tagihan Pajak serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang
berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak dan dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis
dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan dibubuhi cap dinas sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai Cap Dinas di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pemotongan atau
Pemungutan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Tagihan Pajak Pajak
Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Tagihan Pajak dengan perincian sebagai berikut:

(3 N

1 Pajak yang harus dibayar
2 Telah dibayar

Kurang dibayar
Sanksi administratif

Terbilang: ........cooeviiiiiiiiiins

Jumlah yang masih harus dibayar :

Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak terdapat
pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak terdapat
pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

Cukup jelas.
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KFMFNTFRTAN KFLIANGAN RFPLIBI TK TNDONFSTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

NOTA PENGHITUNGAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ATAS : EIPENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP :IIMPOR BKP

[ JPEMANFAATAN 3KP DART LUAR [_]KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN

PEROLEHAN YANG PPN-NYA TIDAK DPERM]NTAAN KEMBALI PAJAK

SEHARUSNYA DIBEBASKAN ATAU PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN

TIDAK DIPUNGUT Y ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR
LUAR NEGERI

TANGGUNG JAWAB SECARA I:]PEMBAVARAN PPN YANG SEMULA

RENTENG MENDAPATKAN FASILITAS

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI
LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
PABEAN

PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PPN

PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN
BAGI PKP YANG BELUM MELAKUKAN
PENYERAHAN SETELAH JANGKA WAKTU
TERTENTU BERAKHIR

Jenis Ketetapan/ : st [ Iskeke [ Jsxekat
Keputusan G IEL [Iskeeke

Dasar Penerbitan Ketetapan/ : DPenelitian I:IPemeriksaan I:IPemeriksaan Ulang
Keputusan
Dasar Hukum Ketetapan/ : [pasal 13 [Jrasat 14 [ JPasal 15 Ayat (1) [Jpasat 15 avat (3) [Jrasal 17 ayat (1)

Keputusan [ Jrasat 17 ayat 2y [__|Pasal 17 A [_|asal 178 [ Jpasal 17¢ [ Jpasal 170

[Jrasal o t40) [ Jpasal 17€ uu kup jo.

UuU PPN Pasal 16E UU PPN
Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak
Permohonan (LB} - Nomor : Tahun Buku : s.d.
- Tanggal : Laporan Penelitian/Pemeriksaan/ - Nomor
Pemeriksaan Ulang® - Tanggal :

Tanggal SPT Disampaikan

Nama Wajib Pajak/PKP : Pekerjaan/Usaha
NPWP :

Alamat : KLU {5 digit)
Kode Pos

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut 2
a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas
Tanggal Surat Keterangan Fasilitas
Tanggal Perolehan Barang Modal
Nilai Perolehan Barang Modal
Nilai PPN yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut
Tanggal Terjadinya Pelanggaran

mno0 Q0T

JUMLAH RUPTIAH MENURUT

URAIAN
WAIJIB PAJAK

FISKUS (DISETUIUL)®

1 |Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.l Ekspor

a.2  Ppenyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri %

a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

a.6 Jumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

¢. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh
Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang
belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang
semula mendapatkan fasilitas®

d.1  Impor BKP

d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

d.3 Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

d.4 Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN

d.5 Keglatan Membangun Sendiri

d.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah
janaka waktu tertentu berakhir

d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

d.8 Tanggung jawab secara renteng

d.9 Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas

d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)

e. Seharusnya tidak terutang

F.4.2.77.

PEMBAHASAN AKHIR
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JUMLAH RUPIAH MENURUT

URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS PEMBAHASAN AIE(HIR
(DISETUIUT)®

2 |Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri/seharusnya tidak dikreditkan (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10
atau NIHIL)

b. Dikurangi:
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

b.2  Ppajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3 STP (pokok kurang bayar)

b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5 Lain-lain

b.6 Jumlah (b.1+b.24+b.3+b.4+b.5)

¢. Diperhitungkan:

c.l SKPKB {pokak kurang bayar}

c,2  SKPKBT  (pokok kurang bayar)
¢.3 SKPLB
c.4 SKPPKP
¢.5 Jumlah (¢.1+c.2-¢.3-¢c.4)
d. PPN yang seharusnya tidak terutang:
d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri
d.3 Telah dipungut
d.4  Jumlah (d.1+d.2+d.3)
e, Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ({b.6+c.5) atau (d.4))
f.1 |Kurang Bayar (a-e)
f.2 |Leblh Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)
f.3 [Nihil (a=e)

Jumlah penghitungan PPN
yang:

3 |Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
¢, Jumlah (a+b)

a, |Tidak/Kurang dibayar (2.f.143.c atau 3.c-2.f.2)
4 |PPN yang: b. |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)
c. Nihil {(2.f.2=3.c atau (2.f.3})

5 |Sanksi administratif :
a, STP:

a.1. Denda Pasal 7 KUP

a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP

a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
a.4. Bunga Pasal 14 (3 )KUP

a.5. Denda Pasal 14 (4) KUP
a.5.1 Pasal 14 (1) huruf d

a.5.2 Pasal 14 (1) huruf e

b. SKPKB:

b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.2. Bunga Pasal 13 (2a) KUP

b.3. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf ¢ KUP

b.4. Kenaikan Pasal 17C (5} KUP

b.5. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

b.6. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

C. SKPKBT:

c.1. Kenaikan Pasal 15 {2) KUP

d. Jumlah sanksi administratif (a atau b atau ¢)

a |Masih harus dibayar (4.a+5.d}

6 |Jumlah PPN yang: b |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)
¢ |Nihil (4.c)
=151 =TT DO PS PP .
DIHITUNG DITELITI

1) Coret yang tidak perlu

2) Baglan Ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kemball PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut,

3) Bagl PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika ketetapan terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

5) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilal yang dibayar oleh crang pribadi pemegang paspor luar negeri;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

6} Kolom Ini tidak diisi dalam hal jenls ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP

F.4.2.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
A. Umum
1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, atau

5

pemeriksaan ulang atas Pajak Pertambahan Nilaiyang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas :

- Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

- Impor Barang Kena Pajak;

- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- Kegiatan Membangun Sendiri;

- Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

- Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri;

- Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi Pengusahan Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir;

- Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut;

- Tanggung jawab secara renteng; dan

- Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun

Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak yang semata-mata untuk menagih sanksi administratif (tidak terdapat

pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih dalam Tahun Pajak yang sama.

Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2022 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d.

April 2022. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2022, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk

masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2022 dan untuk Masa Pajak Maret 2022,

Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis
dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak;

- lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas

Dicetak {print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertutis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
S e e : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
Penghitungan.

- Kode Nota : Disi pada D:l:l (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis

Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan.

Untuk keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai Unifikasi Instansi Pemerintah, maka beri tanda "X"
pada I:l (kotak) "PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PPN"

- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan yang akan diterbitkan.

- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan dasar
penerbitan ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada |___| (kotak) yang sesuai dengan dasar
hukum ketetapan.

- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01

untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk
Umum butir 3).

- Tahun Pajak . Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa,
Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku . Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis

dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun
buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12.
Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan
tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

- Permohonan Lebih Bayar (LB) - Nomor . Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib
Pajak.
Permohonan Lebih Bayar (LB) - Tanggal . Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib
Pajak.
- Tanggal Surat Pemberitahuan (SPT) Disampaikan : Cukup jelas.
- Laporan Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang :  Coret yang tidak perlu.
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.

- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) . Cukup jelas.
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Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
Alamat

Kode Pos

Pekerjaan/Usaha

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) (5 digit)

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

a.

b
c.
d
e

f.
Pel

Nomor Surat Keterangan Fasilitas

. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas

Tanggal Perolehan Barang Modal

. Nilai Perolehan Barang Modal :
. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan atas :

Barang Mewah (PPnBM) yang Dibebaskan atau Tidak
Dipungut
Tanggal Terjadinya Pelanggaran

ngisian tabel Nota Penghitungan

Kolom
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

WAUIB PAJAK
FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUI}

Baris/Nomor Urut

1

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN):
a.1. Ekspor

a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya :

{PPN-nya) harus dipungut sendiri

a.3 Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya :

(PPN-nya) dipungut oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)

a4 Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya :

(PPN-nya) tidak dipungut

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN}
a.6 Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.b)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)

d. Atas Impor Barang Kena Pajak (BKP)/Pemanfaatan :

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa
Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Kegiatan Membangun
Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum melakukan
penyerahan  setelah  jangka  wakiu tertentu
berakhir/Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya
tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/
Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas:

d.1 Impor Barang Kena Pajak (BKP)

d.2 Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak :

Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean

d.3 Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar :

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

d.4 Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak :

Pertambahan Nilai (PPN)

d.5 Kegiatan Membangun Sendiri

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi
Lapangan Usaha Waijib Pajak.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Diisi sebesar jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak
dipungut atau nilai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah
Cukup jelas.

Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena
Pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan.

Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan
hasil pemeriksaan/pemeriksaan ulang/penelitian.

Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan
akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan jenis
ketetapan/keputusan yang terbit adalah Surat Tagihan Pajak atau Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Pajak
Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang
bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Pajak
Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Pajak
Pertambahan Nilainya tidak dipungut untuk masa pajak yang

Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak
Cukup jelas.

Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tidak
terutang Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak yang bersangkutan.
Cukup jelas.

Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak. Diisi salah satu dari d.1, atau d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5
atau d.6, atau d.7 atau d.8 atau d.9.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Pajak Pertambahan
Nilai atas Impor Barang Kena Pajak. Baris d.2 s.d. d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Pajak Pertambahan
Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Baris d.1,d.3,d.4,d.5,d6,d7
d.8, dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Pajak Pertambahan
Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean. Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8, dan d.9 tidak
Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Pajak Pertambahan
Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, d.7, d.8, dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Pajak Pertambahan
Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6, d.7,
d.8, dan d.9 tidak diisi.
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e.

d.6 Pembayaran kembali
Pengusahan Kena Pajak (PKP) yang belum
melakukan penyerahan setelah jangka waktu
tertentu berakhir

d.7 Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya :

(PPN-nya) tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut
d.8 Tanggung jawab secara renteng

d.9 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai {(PPN)
yang semula mendapatkan fasilitas

d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 ;

atau d.6 atau d7 atau d.8 atau d.9)
Seharusnya tidak terutang

Pajak Masukan bagi:

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih Kembali
Pajak Masukan bagi Pengusahan Kena Pajak yang belum melakukan
Penyerahan Setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir. Baris d.1, d.2, d.3,
d.4, d.5, d7, d.8, dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali
Pajak Pertambahan Nilai yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.8, dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Pajak Pertambahan
Nilai tanggung jawab secara renteng. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7,
dan d.9 tidak diisi

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali
atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Pajak
Pertambahan Nilainya semula mendapatkan fasilitas. Baris d.1, s.d. d.8
tidak diisi.

Cukup jelas.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar yang seharusnya tidak terutang, vyaitu sebesar
penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang telah dikenakan
pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak
Terutang.

2 PenghitunganPajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang Bayar / Lebih Bayar:

a.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10
atau NIHIL}

. Dikurangi:
b.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor di :

muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
b.3 Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar)

b.4 Dibayar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak :

(NPWP) sendiri

b.5 Lain-ain

b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

Diperhitungkan:

c.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

c.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT)

c.3 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

c4 Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP)

¢.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya tidak :

terutang:

d.1 Dibayar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) pihak lain

d.2 Dibayar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
{(NPWP}) sendiri

d.3 Telah dipungut
d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)

. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ({(b.6+c.5) :

atau (d.4))

Jumiah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang :

f.1 Kurang Bayar (a-e)

f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)

f.3  Nihil (a=e)

3 Kelebihan Pajak yang sudah

a.
b.

C.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
Dikompensasikan ke Masa Pajak
pembetulan}
Jumlah {a+b)

4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang:

a.
b.

Tidak/kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c - 2.{.2)
Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(2.f.2-3.c)

Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))

yang harus:

(karena :

Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10, atau diisi
NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak terutang.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi hanya pokok Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok
Surat Tagihan Pajak diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda "-" (strip).
Cukup jelas.

Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4.
Cukup jelas.

Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
Diisi hanya sebesar pokok pajak.
Diisi hanya sebesar pokok pajak.

Cukup jelas.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesarPajak
Pertambahan Nilai yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak
terutang sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dari hasil penghitungan ( b.6+c.5 ) atau d.4 dalam hal yang
diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak
Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak terutang.

Berikan tanda " X " (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Berikan tanda " X " (silang) pada |:|(kotak) yang sesuai.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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5 Sanksi administratif

6 Jumlah yang
a. Masih harus dibayar (4.a+5.d)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)
c. Nihil (4.c)

- Terbilang: ...c.ocoiviiieniiie e,

C. Kolom Otorisasi
Dihitung : Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan tanggal
pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam
hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal

paraf dibubuhkan.

Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c.

Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku
untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan
penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang.

Dalam hal dimulainya penghitungan sanksi adalah sebelum berlakunya
Undang-Undang Clpta Kerja, tarif yang digunakan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan periode November 2021 (KMK-
540/KM.10/2021). Sedangkan apabila dimulainya penghitungan sanksi
adalah setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, tarif yang
digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan periode dimulainya
penghitungan sanksi tersebut.

Berikan tanda " X " (silang) pada D (kotak) yang sesuai.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom
"JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

Diteliti : Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang dibuat secara
elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada (dd/mm/yyyy)".
Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor

serta tanggal paraf dibubuhkan.




-53-
D.2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

1. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP :

II.| Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN WAJIB PAJAK/
PENGUSAHA FISKUS
KENA PAJAK

1 Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri?
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun
Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir / Perolehan yang PPN-nya
tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas? :

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum
melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir

d.7Z. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut

d.8. Tanggung jawab secara renteng

d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas

d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau
d.8 atau d.9)

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.10)

b. Dikurangi:

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®

b.3. STP (pokok kurang bayar)

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5. Lain-lain

b.6. Jumlah (b.1+b.2+4b.34+b.4+b.5)

F.4.2.23.
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2 c. Diperhitungkan:
c.1. SKPPKP
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
3 Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
c. Jumlah (a+b)
4 | PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)
5| Sanksi administratif:
a. Bunga Pasal .................
b. Kenaikan Pasal .................
¢. Jumlah sanksi administratif (a+b)
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.¢)

L =1 1] - 4 T PP

7 | Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

L

L= =1 = T U

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai
sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan

Wéjlib-Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan

diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana

dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepada Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari [uar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran
kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu
tertentu berakhir / Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/

Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan

jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan

jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

Fa?7 2%
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP

LAMPIRAN SKPKB

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA PEMBAHASAN
KENA PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUJUI)

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a.

o

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.l. Ekspor

a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri?

a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan
pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/
Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum
melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir
/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran
PPN yang semula mendapatkan fasilitas® :

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean

d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang
belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu
tertentu berakhir

d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut

d.8. Tanggung jawab secara renteng

d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas

d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6
atau d.7 atau d.8 atau d.9.)

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri

(tarif x 1.a.2 atau 1.d.10)

Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3. STP (pokok kurang bayar)

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5. Lain-lain

b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
Diperhitungkan:

c.l. SKPPKP

. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

F.4.2.23.
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3 Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........... (karena pembetulan)
¢. Jumlah (a+b)

4 PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)

5 Sanksi administratif:
a. Bunga Pasal .............cceet

b. Kenaikan Pasal .................
¢. Jumlah sanksi administratif (a+b)
6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan
JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran
kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/ Perolehan yang PPN-nya tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan
penyerahan jasa.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat
dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean:;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Kegiatan Membangun Sendiri;
- Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir;
- Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut;
- Tanggung jawab secara renteng; dan
- Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai ini adalah Nota Penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai (Formulir F.4.2.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dicetak dalam rangkap 4 {(empat):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;

- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/IN/IVIVIVI;

- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis)
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Datal/ldentitas
m ettt eet e eeeeeeieeeereeeaeee e aeaans : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terbit atas Impor Barang Kena
"""""""""""""""""""""""""""""" Pajak/Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi
Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu
tertentu berakhir/Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar terbit atas Penyerahan Barang Kena Pajak danfatau Jasa Kena
Pajak (Pajak Pertambahan Nilai seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun
pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem), Dalam

hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan.
Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

- Tanggal Jatuh Tempo . Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan {(otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya
jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Cukup jelas.

(PKP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
-  Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari
Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak . Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal Surat
Kepala kantor, Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda

tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
Bayar (Formulir F.4.2.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT :
"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
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*

Pajak Kurang Bayar
1 Dasar Pengenaan Pajak: >
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :
yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :

yang tidak terutang Pajak
Pertambahan Nitai (PPN)

c. Jumlah seluruh penyerahan

d. Atas Impor Barang Kena Pajak :
(BKP)/Pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dar Iluar
Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemanfaatan Jasa Kena
Pajak (JKP) dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/
Pemungutan pajak oleh Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)/Kegiatan Membangun
Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena
Pajak (PKP) yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu
tertentu  berakhir/Perolehan yang
Pajak Pertambahan Nilainya tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula
mendapatkan fasilitas:

2 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Kurang Bayar:
3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN} yang
tidak/kurang dibayar

5 Sanksi administratif

6 Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
yang masih harus dibayar

- Terbilang: .....ccoveviiniiiiii
7 Jumlah kurang/(lebih} bayar yang :

disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- Terbilang: ...cccovniieiiiiiii

Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan perincian

sebagai berikut:

Diisi sesuai dengan baris 1.a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi administratif pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat berupa bunga
dan/atau kenaikan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS".

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada kolom
"JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan
ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " {.......... Y.

Cukup jelas.
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D.3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PERTAMBAHAN NILAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

LR T] 1)
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. |Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

II. |Dari pemeriksaan ulang tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA
KENA PAJAK

FISKUS

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ¥
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.l1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

¢. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut
PPN/ Kegiatan Membangun Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum
melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas® :

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean

d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut

d.7. Tanggung jawab secara renteng

d.8. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum
melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir

d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau
d.7 atau d.8 atau d.9)
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.10)

F.4.2.23.
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b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2, Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3)
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
c. Diperhitungkan:
c.l. SKPKB (pokok kurang bayar)
c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
¢.3. SKPLB
c.4. SKPPKP
¢.5.  Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c¢.5)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
3 Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
c. Jumiah (a+b)
PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)

5 Sanksi administratif:
Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)

=T« 11 = ] 3 T« Y

Jumliah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

7

L= 11 - o T RS

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan
dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya
penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7
sebelum keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah
sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun
Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP
yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran
PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2}  Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan
penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

LAMPIRAN SKPKBT

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA FISKUS PEMBAHASAN AKHIR
PAJAK (DISETUIUI)
1 | Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
¢. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/ Kegiatan Membangun
Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan
bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas® :
d.1. Impor BKP
d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri
d.6. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
d.7. Tanggung jawab secara renteng
d.8. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir
d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
d.10. Jumiah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8
atau d.9)
2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.10)
b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3. STP (pokak kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
¢. Diperhitungkan:
c.l. SKPKB (pokok kurang bayar)
c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
¢.3. SKPLB
c.4. SKPPKP
¢.5. Jumlah (c.1+c¢.2-¢.3-¢.4)
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

3 | Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
c. Jumiah {(a+b)
4 | PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)
5 | Sanksi administratif:
Kenaikan Pasal 15 (2} KUP

6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)

1)  Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan IKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa,

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan

barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. Umum
1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas Pajak
Pertambahan Nilai atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean:
- Kegiatan Membangun Sendiri;
- Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut;
- Tanggung jawab secara renteng; dan
- Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka
waktu tertentu berakhir;
- Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai ini adalah Nota
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (Formulir F.4.2.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dicetak dalam rangkap 4 {empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan II/IIIVN/VI;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folic ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat
dalam bentuk tertulis)
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
B e e e a e e . Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terbit atas Impor
Barang Kena Pajak/Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai/Kegiatan Membangun Sendiri/Perolehan
yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan
bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah
jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang
semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan terbit atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak (Pajak Pertambahan Nilai seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor . Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022,

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli
2022.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena : Cukup jelas.

Pajak (PKP)

- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.

- Kepada . Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan
atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal

Kepala kantor, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam bentuk tertulis,
juga dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan.
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2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang :
Bayar Tambahan

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan

Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan *

Pajak Kurang Bayar Tambahan

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan
Nilai (Formulir F.4.2.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai pada kolom "JUMLAH
RUPIJAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan :
Jasa vyang terutang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN}

b. Atas Penyerahan Barang dan :
Jasa yang tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)

c. Jumlah seluruh penyerahan

d. Atas Impor Barang Kena Pajak :
(BKP)/Pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean/ Pemanfaatan
Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/ Pemungutan pajak oleh
Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)Kegiatan
Membangun  Sendiri/Perolehan
yang Pajak Pertambahan
Nilainya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran kembali
Pajak Masukan bagi Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yang belum
melakukan penyerahan setelah
jangka waktu tertentu
berakhir/Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula
mendapatkan fasilitas:
2 Penghitungan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Kurang Bayar
3 Kelebihan yang sudah
dikompensasikan
4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN}
yang tidak/kurang dibayar
5 Sanksi administratif

6 Jumlah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang masih harus dibayar

- Terbilang: ..cooveerniieieirie :

7 Jumlah kurang/(lebih) bayar :
tambahan yang disetujui Wajib
Pajak berdasarkan Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

- Terbilang: .....cooveiiriiiiiiiieans

Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Sanksi administratif berupa Kenaikan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT FISKUS"

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah rupiah menurut
Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... Y.

Cukup jelas.
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D.4. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa Pajak

I. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

II. | Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA

KENA PAJAK FISKUS

1 | Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumiah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

¢. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun
Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya
tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas):

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri
d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir
d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut
d.8. Tanggung jawab secara renteng
d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau
d.8 atau d.9)
2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a2,2 atau 1.4.10)
b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan *
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

F.4.2.23.
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c. Diperhitungkan:
c.1. SKPPKP
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)
3 | Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
¢. Jumlah (a+b)
4 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.) NIHIL

5| Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

L= =L T«

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Juar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran
kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu
tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan
fasilitas.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumiah penyerahan barang dan penyerahan jasa.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan
penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak/PKP

LAMPIRAN SKPN

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
e URAIAN PENSESANA FISKUS PEMEI?:I/;SAN
KENA PAJAK 5
(DISETUIUI)
1 | Dasar Pengenaan Pajak:

c. Diperhitungkan:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumliah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut
PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak
Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah
jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara

renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas’:

o

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean

d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum
melakukan penyerahan setelah jangka wakiu tertentu
berakhir

d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut

d.8. Tanggung jawab secara renteng

d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas

d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau
d.7 atau d.8 atau d.9)

Penghitungan PPN Kurang Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.10)
b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumiah (b.1+b.2+b.34+b.4+b.5)

c.l. SKPPKP
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d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)
€. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

3 | Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
¢. Jumlah (a+b)
4 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.) NIHIL

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut
PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan
barang dan penyerahan jasa.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak
masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Kegiatan Membangun Sendiri;
- Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu
tertentu berakhir;
- Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut ;
- Tanggung jawab secara renteng; dan
- Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai ini adalah Nota Penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai (Formulir F.4.2.77.).

3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Nihil ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Nihil dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Nihil tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Nihil dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembarke-2 :untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 :untuk Seksi Pengawasan /II/II/IV/V/VI;
- lembar ke-4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4, Ukuran kertas
Dicetak (print-out } dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas
- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Nihil terbit atas Impor Barang Kena
""""""""""""""""""""""""""""" Pajak/Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai/Kegiatan Membangun
Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya
dibebaskan atau fidak dipungut/ Tanggung jawab  secara
renteng/Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan
fasilitas. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil terbit atas Penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (Pajak Pertambahan Nilai
seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret
2022.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis

27 Juli 2022.
- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak  : Cukup jelas.
(PKP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak . Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam
Kepala kantor, hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi

tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan
Kementerian Keuangan.
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2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil

b. Surat Ketetapan Pajak Nihil

*

Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan Pajak ,
Nihil
1 Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :
yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :
yang tidak  terutang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)

c. Jumlah seluruh penyerahan

d. Atas Impor Barang Kena Pajak :
(BKP)/Pemanfaatan Barang Kena
Pajak (JKP) Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean  di dalam Daerah
Pabean/Pemungutan pajak oleh
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)/Kegiatan Membangun
Sendiri/Pembayaran kembali Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena
Pajak (PKP) yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu
tertentu  berakhir/Perolehan yang
Pajak Pertambahan Nilainya tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula
mendapatkan fasilitas.

2 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) Kurang Bayar

3 Kelebihan pajak yang sudah :

dikompensasikan

4 Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yang masih harus dibayar

5 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang :

disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

- Terbilang: .........ccciiiiiiii

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan
Nilai (Formulir F.4.2.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak
Nihil Pajak Pertambahan Nilai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT :
"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil dengan perincian
sebagai berikut:

Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil,

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil pada
kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"
dengan ketentuan dalam hal jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir
menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).

Cukup jelas.
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D.5. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak

L. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan?® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

sebagai berikut :

II. Dari penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN WAJIBE PAJAK /
PENGUSAHA
KENA PAJAK

FISKUS

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ¥
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun
Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya
tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas®):

o

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri
d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir

d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut

d.8. Tanggung jawab secara renteng

d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas

d.10. Jumiah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau
d.8 atau d.9)

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)
2 Penghitungan PPN Lebih Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri

(tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)
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b. Dikurangi:
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.14+b.2+b.3+b.4+b.5)
¢. Diperhitungkan:
c.l. SKPLB
c.2. SKPPKP
c.3. Jumlah (c.1+c.2)
d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri
d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.3. Telah dipungut
d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))
f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang
(e-a)
3 Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
¢. Jumlah (a+b)
4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)

JLICE 21 T T T P

5 Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

L= 1] - T 2 T TR

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Permintaan
kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri/Pembayaran kembali
Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung
jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Coret yang tidak perlu.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan
jumlah penyerahan barang dan penyeraban jasa.
4) a.Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor
luar negeri;
b.Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi
dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan
penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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LAMPIRAN SKPLB

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

SENESANSIEREBETREEAGNNTYENEN N EIUSEBRRNEEOURARE 1)

Nomor

Tanggal Penerbitan

Masa Pajak
Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA PEMBAHASAN
KENA PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUJUI)

1 | Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
a.l. Ekspor
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ?
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak
oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran
kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan
yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang
semula mendapatkan fasilitas:

o

d.1. Impor BKP

d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean

d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum
melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir

d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut

d.8. Tanggung jawab secara renteng

d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas

d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6
atau d.7 atau d.8 atau d.9)
e. Seharusnya tidak terutang

2 | Penghitungan PPN Lebih Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri
(tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)
b. Dikurangi :
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan®
b.3. STP (pokok kurang bayar)
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5. Lain-lain
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

F.4.2.23.
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e.
f.

Diperhitungkan:

c.l. SKPLB

c.2. SKPPKP

c.3. Jumlah {c.1+c.2)

PPN yang seharusnya tidak terhutang:
d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri
d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.3. Telah dipungut

d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ({b.6-c.3) atau (d.4))

Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak
terhutang (e-a)

3 | Kelebihan Pajak yang sudah:

a.
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
C.
4 | Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-
3.c.)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Jumlah (a+b)

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Permintaan kembali
PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung
jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan
jasa.

3) a.

Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat

dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa atas ;
- Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean:
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Kegiatan Membangun Sendiri;
- Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
- Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu

tertentu berakhir;

- Perolehan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut;
- Tanggung jawab secara renteng; dan
- Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.

2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai ini adalah Nota Penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai (Formulir F.4.2.77.).

3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 :untuk Seksi Pengawasan /II/IIFIV/VIVE;
- lembar ke4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13” (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk
tertulis).

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Datalldentitas
B e raeree e ran, - Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terbit atas Impor Barang
......................................................... Kena Pajak/Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan
pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai/Kegiatan Membangun
Sendiri/Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan
orang pribadi pemegang paspor luar negeri/Pembayaran kembali Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang
Pajak Pertambahan Nilainya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terbit atas Penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (Pajak Pertambahan Nilai seri
umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode
ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan
dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis
Maret 2022.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out ) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama
bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022,
maka ditulis 27 Juli 2022,

- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) : Cukup jelas.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi
" dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan
Kepala kantor, dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis, juga

dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap
dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
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2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan
Pertambahan Nilai (Formulir F.4.2.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
dengan perincian sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa :
yang terutang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa:
yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)

c.  Jumlah seluruh penyerahan

d. Atas Impor Barang Kena Pajak :
(BKP)/Pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
(JKP) dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/ Pemungutan
pajak oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)/Kegiatan
Membangun Sendiri/Pembayaran
kembali Pajak  Masukan bagi
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
belum melakukan penyerahan setelah
jangka waktiu tertentu
berakhir/Perolehan yang Pajak
Pertambahan Nilainya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak dipungut/
Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai yang semula
mendapatkan fasilitas:

e.  Seharusnya tidak terutang

2 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
{PPN) Lebih Bayar:

3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan

4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN} yang lebih :
dibayar/seharusnya tidak terutang
- Terbilang: ..coovvvenii

5 Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui :

Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan.

- Terbilang: .....coceiii

Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang seharusnya tidak terutang, yaitu
sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak
terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Baris 1.a s.d. 1.d
tidak perlu diisi.

Diisi sesuai dengan baris 2 Lampisan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

Diisi sesuai jumlah rupiah pada baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT FISKUS"

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN
AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah
menurut Pembahasan Akhir menyatakan Kurang Bayar ditulis dalam
tanda " (.......... ).

Cukup jelas.
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D.6 SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP :
II.| Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

Pajak harus dibayar/ ditagih kembali
Telah dibayar
Kurang dibayar (1-2)

AW N =

Sanksi administratif :

a. Denda Pasal 7 KUP
keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar
¢. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh
tempo pembayaran atau peyetoran pajak
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung
e. Denda Pasal 14 (4) KUP
e.l pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur
pajak
e.2 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
vang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP
e.3 Jumlah denda {(e.1+e.2)

f. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)

5 | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)

TEIDIANG & e S b R s R e e RnRen et s e beran

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan
pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ... R

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun
Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2)  coret yang tidak perlu.

3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang
berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.2.23.
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LAMPIRAN STP
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
1)
Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo
Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA
PAJAK FISKUS
1 |Pajak harus dibayar / ditagih kembali
2 |Telah dibayar
3 |Kurang dibayar (1-2)
4 |Sanksi administratif :

a.
. Bunga Pasal 8 (2a) KUP

b
o
d.
e. Denda Pasal 14 (4) KUP

f.

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)

Denda Pasal 7 KUP

Bunga Pasal 9 (2a) KUP
Bunga Pasal 14 (3) KUP

e.l Pasal 14 (1) hurufd

e.2 Pasal 14 (1) huruf e

e.3 Jumlah denda (e.1+e.2)

Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)

1)

Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun
Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan
penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula
mendapatkan fasilitas.

F.5.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
A. Umum
1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean:
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Kegiatan Membangun Sendiri;
- Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir; dan
- Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (Formulir
F.4.2.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Tagihan Pajak tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Tagihan Pajak dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2  : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan VIVIINIV/V/VI,
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13” (dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
LIPS . Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG : Diisi jika Surat Tagihan Pajak diterbitkan atas Impor Barang Kena Pajak/Pemanfaatan Barang Kena
DAL JASA Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan Jasa Kena
"""""""""""""""""""""""""""""" Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi
Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu
berakhir/Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan
yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak . Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya
Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27
Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual
ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26
Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022,

- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena : Cukup jelas.

Pajak (PKP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Waijib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang
bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak . Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak
Kepala kantor/ serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan
Kepala Seksi ................ . Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada

Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat
dalam bentuk tertulis dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan dibubuhi cap dinas sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Tagihan Pajak : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (Formulir
F4.2.77.).
b. Surat Tagihan Pajak 1 Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
*  Baris/nomor urut pada Surat Tagihan * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Tagihan Pajak dengan perincian sebagai berikut:

Pajak

1  Pajak yang harus : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak
dibayar/ditagih kembali diisi dengan tanda " - " (strip).

2  Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak

yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).

3  Kurang dibayar Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

4 Sanksi administratif : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

5  Jumlah yang masih harus : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Tagihan Pajak.
dibayar

- Terbilang: .....cccovviivieriniinnnnn, . Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT

FISKUS".
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BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK
UNTUK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

ATAS

NOTA PENGHITUNGAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

: [[_]peNvERAHAN BKP

RENTENG

[ Jmpor Bkp

DTANGGUNG JAWAB SECARA DPEROLEHAN YANG PPnBM-NYA TIDAK

SEHARUSNYA DIBEBASKAN ATAU TIDAK
DIPUNGUT

PAJAK

DPEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT

I:IPEMBAYARAN PPnBM YANG SEMULA

MENDAPATKAN FASILITAS

Jenis Ketetapan

i [ ste
IREGT:

|:|SKPKB
[ Isxen

I

Dasar Penerbitan Ketetapan

: I:l Penelitian

|:| Pemeriksaan

|:]Pemeriksaan Ulang

Dasar Hukum Ketetapan

: [_]rasal 13

l:IPasaI 14

[ Ipasal 174 [ Jpasal 178

[pasal 15 ayat (1)

|:]Pasal 15 Ayat (3)

Masa Pajak

Permohonan (LB)

[Tpasal 17 ayat (2)

- Nomor
- Tanggal

Tanggal SPT Disampaikan

s.d.

Tahun Pajak
Tahun Buku

Laporan Penelitian/Pemeriksaan
/Pemeriksaan Ulang?

[Jpasal 17 ayat (1)

- Nomor
- Tanggal

s.d.

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

Alamat

Kode Pos

Pekerjaan/Usaha

KLU (5 digit)

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut?)

a.
b.
C.

Nomor Surat Keterangan Fasilitas

Tanggal Surat Keterangan Fasllitas
Tanggal Perolehan Barang Modal

d. Nilai Perolehan Barang Modal

e. Nilai PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut

f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUN®

Dasar Pengenaan Pajak atas:

Ekspor

Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut sendiri

Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak

Penyerahan PPnBM-nya tidek dipungut

Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPRBM

Tidak terutang PPnBM

Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

asar Pengenaan Pajak atas:

plglaimie|aio|s|e

PPnBM yang harus dipungut sendiri:

a.l.

Dikenakan tarif 10%

a.2.

Dikenakan tarif 20%

a.3.

Dikenakan tarif 30%

a4,

Dikenakan tarif 40%

a.h.

Dikenakan tarif 50%

a.b.

Dikenakan tarif 60%

a.7.

Dikenakan tarif 75%

a.8.

Dikenakan tarif ....%

a.9.

Jumlah (a.1 s.d. a.8)

b. Impor BKP:

b.1.

Dikenakan tarif 10%

b.2,

Dikenakan tarif 20%

b.3.

Dikenakan tarif 30%

b4,

Dikenakan tarif 40%

b.5.

Dikenakan tarif 50%

b.6.

Dikenakan tarif 60%

b.7.

Dikenakan tarif 75%

b.8.

Dikenakan tarif ....%

b.9.

Jumlah (b.1 s.d. b.8)

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

c.l.

Dikenakan tarif 10%

c.2.

Dikenakan tarif 20%

c.3.

Dikenakan tarif 30%

c.4.

Dikenakan tarif 40%

c.5.

Dikenakan tarif 50%

c.6.

Dikenakan tarif 60%

c.7.

Dikenakan tarif 75%

c.8.

Dikenakan tarif ....%

c.9.

Jumlah (c.1 s.d. c.8)

d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

(dikenakan tarif .... %)

e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif ... %)

f. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif .... %)

g. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau ¢ atau d atau e atau f)

3

Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPnBM

F.4.2.77.
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URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUT

WAJIB PAJAK FISKUS PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUIUL)®

4 |PPnBM terutang atas :

a. Dipungut sendiri:

a.l. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

a.6, Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)

b. Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

c.3. Dikenakan tarif 30%

c4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

¢.6. Dikenakan tarif 60%

¢.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)

d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
(dikenakan tarif .... %)

e, Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)

f. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif .... %)

g. Jumiah PPnBM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau 4f atau NIHIL)

S |Pajak yang dapat diperhitungkan :

Dibayar dengan NPWP pihak lain

Dibayar dengan NPWP sendiri

STP (pokok kurang bayar)

Lain-lain

Jumlah (a+b+c+d)

*lele|e|o|e

Diperhitungkan:

f.1. SKPKB {pokok kurang bayar)

f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)

f.3. SKPLB

f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)

g. PPnBM yang seharusnya tidak terutang:

g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain

g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri

g.3 Telah dipungut

g.4 Jumlah (g.14+9.249.3)

h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ({e+f .4} atau (g.4))

PPnBM yang: a. |Tidak/Kurang dibayar {4.g-5.h)

6 b. |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.g)

c. |Nihil {(4.9=5.h)

7 |Sanksi administratif :

a. STP: !
a.l. Denda Pasal 7 KUP i

a.2, Bunga Pasal 8 (2a) KUP LAl

a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

a.4. Bunga Pasal 14 (3 )KUP

b. SKPKB:

b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.2. Kenalkan Pasal 13 (3) huruf ¢ KUP

c. SKPKBT:

c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

d. Jumlah sanksi administratif (a atau b atau ¢)

Jumlah PPnBM yang: a. |Masih harus dibayar (6.a-+7.d)
8 b. |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)
c. |Nihil (6.c)
Terbilang:
DIHITUNG DITELITI

1) Coret yang tidak perlu.
2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPRBM yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

F.4.2.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1.

Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas barang Mewah (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian,
pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak :
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil dan sekaligus sebagai dasar penerbitan ketetapan tersebut.

Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :

- Penyerahan Barang Kena Pajak;

- Impor Barang Kena Pajak;

- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak;

- Perolehan yang Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut;

- Tanggung Jawab Secara Renteng; dan

- Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak
(Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak
yang semata-mata untuk menagih sanksi administratif (tidak terdapat pokak pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa
Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2022 dapat dibuat dalam satu Nota
Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2022. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2022, harus dibuat
dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2022 dan
untuk Masa Pajak Maret 2022,

Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk
tertulis dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 . dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak;

- lembar ke-2 »untuk pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas

Dicetak (print-out } dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13” (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
S eerrrcrrirre e e reas : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota

Penghitungan.

- Kode Nota : Disi pada LI 11 (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Atas : Diberi tanda " X * (silang) pada [_] (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan ketetapan

- Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X" (silang) padah (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan
yang akan diterbitkan,

- Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ] (kotak) yang sesuai dengan dasar
diterbitkannya ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada I_—_l (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum
diterbitkannya ketetapan.

- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk
Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir
3).

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun
Pajak tetap diisi.

- Tahun Buku . Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan

angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang
sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya
Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

- Permohonan Lebih Bayar (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib
Permohonan Lebih Bayar (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas
pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Waijib
- Tanggal Surat Pemberitahuan (SPT) : Cukup jelas.
Disampaikan
- Laporan Penelitian/Pemeriksaan/ : Coret yang tidak perlu.
Pemeriksaan Ulang
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Cukup jelas.

(PKP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
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- Alamat

- Kode Pos

- Pekerjaan/Usaha

- Kiasifikasi Lapangan Usaha (KLU) (5 digit)

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

ooy

Nomor Surat Keterangan Fasilitas

Tanggal Surat Keterangan Fasilitas
Tanggal Perolehan Barang Modal

Nilai Perolehan Barang Modal

Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang
Dibebaskan atau Tidak Dipungut
f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran

. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut
- WAJIB PAJAK

- FISKUS

- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut
1 Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.
b.

g.

Ekspor

Penyerahan Pajak Penjualan atas Barang
Mewahnya (PPnBM-nya) harus dipungut
sendiri

Penyerahan Pajak Penjualan atas Barang
Mewahnya {PPnBM-nya) dipungut
Pemungut Pajak

Penyerahan Pajak Penjualan atas Barang
Mewahnya (PPnBM-nya) tidak dipungut
Penyerahan dibebaskan dari pengenaan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)

Tidak terutang Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)
Jumlah Penyerahan

2 Dasar Pengenaan Pajak atas:

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang harus dipungut sendiri:
Impor Barang Kena Pajak (BKP)
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
Perolehan yang Pajak Penjualan atas
Barang Mewahnya (PPnBM-nya) tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .... %)
Tanggung Jawab Secara Renteng

(dikenakan tarif .... %)

Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ....
%)

Jumlah dasar pengenaan pajak

. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
. Cukup jelas.
: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan
Usaha Wajib Pajak.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Diisi sebesar jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang

Mewah yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan.

: Cukup jelas.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena

Pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan.

. Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan

hasil pemeriksaan/penelitian.

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan jenis
ketetapan/keputusan yang terbit adalah Surat Tagihan Pajak atau Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

. Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan,
: Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang Pajak Penjualan atas Barang

Mewahnya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang Pajak Penjualan atas Barang

Mewahnya dipungut oleh Pemungut Pajak untuk masa pajak yang
bersangkutan.

. Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang Pajak Penjualan atas Barang

Mewahnya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.

. Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak terutang Pajak

Penjualan atas Barang Mewah untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Cukup jelas.
: Diisi salah satu dari a, atau b atau c.
: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan Barang Kena

Pajak dalam negeri yang Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya harus
dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan, Diisi pada baris a.1 s.d.
a.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

. Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor Barang Kena Pajak

yang terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk masa pajak yang
bersangkutan. Diisi pada baris b.1 s.d. b.5 sesuai dengan besaran tarif yang
dikenakan.

. Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan Barang Kena

Pajak kepada Pemungut Pajak yang terutang Pajak Penjualan atas Barang
Mewah untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris ¢.1 s.d. ¢.5
sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perolehan yang Pajak

Penjualan atas Barang Mewahnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah
disediakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Penjualan atas Barang

Mewah Tanggung Jawab Secara Renteng. Besaran tarif yang dikenakan
diisikan pada tempat yang telah disediakan.

. Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Penjualan atas Barang

Mewah yang semula mendapatkan fasilitas. Besaran tarif yang dikenakan
diisikan pada tempat yang telah disediakan.

. Cukup jelas.
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3 Penyerahan/impor Barang Kena Pajak (BKP)

yang

seharusnya fidak terutang Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM) terutang atas:

a.

Dipungut sendiri

b. Impor Barang Kena Pajak
c.
d. Perolehan yang Pajak Penjualan atas

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

tidak
tidak

Barang Mewah (PPnBM-nya)
seharusnya dibebaskan atau
dipungut (dikenakan tarif .... %)
Tanggung Jawab Secara Renteng
(dikenakan tarif .... %)
Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ....
%)

Jumilah Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) yang terutang (4a atau
4b atau 4c atau 4d atau 4e atau 4f atau

5 Pajak yang dapat diperhitungkan:

a.

Dibayar dengan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) pihak lain

Dibayar dengan Nomor Pokok Waijib

Pajak (NPWP) sendiri

Surat Tagihan Pajak (STP) {(pokok kurang

bayar)

Lain-lain

Jumlah (a+b+c+d)

Diperhitungkan:

f.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
{SKPKB) (pokok kurang bayar)

f.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT) (pokok kurang

bayar)

f.3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB}

f.4. Jumlah (f.1+f.2£.3)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
{(PPnBM) yang seharusnya tidak terutang:

g.1 Dibayar dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) pihak lain

Dibayar dengan Nomor Pokok Waijib
Pajak (NPWP) sendiri

Telah dipungut

Jumlah (g.1+g.2+g.3)

g.2

9.3
g.4

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan :

((etf 4) atau (g.4))

6 Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang :
a. Tidak/kurang dibayar (4.g-5.h)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang

(5.h-4.9)

c¢. Nihil (4.g=5.h)
7 Sanksi administratif

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak

Lebih Bayar yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahanfimpor
Barang Kena Pajak yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuanganperaturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

: Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
. Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.a.
. Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.b.

: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.c.
. Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.d.

. Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.e.

: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.f.

. Diisi dari hasil penghitungan pada 4.a atau 4.b atau 4.c atau 4d atau 4e atau

diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Diisi hanya pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok Surat Tagihan Pajak

diisi dengan angka " 0 " (nol).

. Diisi dalam hal terdapat pajak yang dapat diperhitungkan selain a, b, dan ¢
: Cukup jelas.

: Diisi hanya pokok kurang bayar.

: Diisi hanya pokok kurang bayar.

: Diisi hanya pokok pajak.

: Cukup jelas.
. Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak

Lebih Bayar yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak
terutang sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Baris a s.d. f.4
tidak diisi.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Diisi salah satu dari (e+f.4) atau (g.4)

: Berikan tanda " X" (silang) pada[_] (kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau ¢;

- Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku untuk
Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan
penelitian/pemeriksaan.
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8 Jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang:

: Berikan tanda " X " (silang) pada[_] {kotak) a atau b atau ¢ yang sesuai

a. Masih harus dibayar (6.a+7.d) ¢ Cukup jelas.
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang  : Cukup jelas.
(6.b)
c. Nihil (6.c) : Cukup jelas.
- Terbilang : ......ooiiiiiiiiiiii : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 8 pada kolom "JUMLAH
Rupiah MENURUT FISKUS"
C. Kolom Otorisasi
-~ Dihitung . Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan

tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/fpemeriksa) pada
(dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf
peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.

- Diteliti . Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang
dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elekironik oleh (nama Supervisor/Kepala
Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan
nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.,
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E.2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa Pajak ; Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha
Kena Pajak:
Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

I1.| Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN WAJIB PAJAK /
PENGUSAHA KENA FISKUS
PAJAK

1 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
Ekspor
. Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM
Tidak terhutang PPnBM
. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:

a.1. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

a.6. Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumlah (a.l s.d. a.8)
b. Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:

c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

¢.3. Dikenakan tarif 30%

c¢.4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

c.6. Dikenakan tarif 60%

c.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

(dikenakan tarif .... %)
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)
f. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%)
g. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau ¢ atau d atau e atau f)

mpPAanoTo

[(a]

F.4.2.23.
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3 | PPnBM yang terutang atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.1l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
2.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
€. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
¢.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)
d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
(dikenakan tarif .... %)
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)
f. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%})
d. Jumlah PPnBM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e atau f)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
b. Dibayar dengan NPWP sendiri
c. STP (pokok kurang bayar)
d. Lain-lain
e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)
5 | PPnBM yang tidak/kurang dibayar (3.g-4.e)
6 | Sanksi administratif:
a. Bunga Pasal ......ccceveuinne
b. Kenaikan Pasal .................
c. Jumlah sanksi administratif {(a+b)
7 | Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar (5+6.c)

TRIDIHIANG! ... et s £ e bt st aens N

Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

L= =11 LT O PR

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai
sanksi administratifper bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal dimulainya penghitungan
sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum keberatan diajukan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana

dimaksud pada angka 7 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Coret yang tidak perlu,

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP

LAMPIRAN SKPKB

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA PEMBAHASAN
KENA PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUD)?

1 | Dasar Pengenaan Pajak atas:

a,
b.

e o anon

Ekspor

Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Tidak terhutang PPnBM

Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.

PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)

Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut (dikenakan tarif .... %)

Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)

Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas
(dikenakan tarif ...%)

- Jumlah dasar pengenaan pajak {(a atau b atau c atau d atau e atau

f)

F.4.2.23.
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3 | PPnBM yang terutang atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4, Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d, a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)

d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut (dikenakan tarif .... %)

€. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif .... %)

f. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas
(dikenakan tarif ...%)

g. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e atau

f)

4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:

Dibayar dengan NPWP pihak lain

Dibayar dengan NPWP sendiri

STP (pokok kurang bayar)

Lain-lain

. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)
5 | PPnBM yang tidak/kurang dibayar (3.g-4.e)

6 | Sanksi administratif:

a. Bunga Pasal .................

b. Kenaikan Pasal .................

¢. Jumlah sanksi administratif (a+b)

7 | Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar (5+6.c)

pop oo

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Coret yang tidak periu.

F.4.2.23,
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum
1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak;
- Perolehan yang Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut;
- Tanggung Jawab Secara Renteng; dan
- Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota
Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elekironik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/IWIVIVIVI;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas
R TR PP PRSPPIt : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terbit atas Impor Barang
MEWAH. ... Kena Pajak/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang Pajak
Penjualan atas Barang Mewahnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng/Pembayaran Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar terbit atas Penyerahan Barang Kena Pajak

(Pajak Penjualan atas Barang Mewah seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

- Masa Pajak . Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret
2022.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka
ditulis 27 Juli 2022.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam
hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus

2022.
- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan

atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam
Kepala Kantor, hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga
dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH
Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
* Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan Pajak * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan

Kurang Bayar perincian sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

b Penyerahan yang Pajak Penjualan atas : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Barang Mewahnya (PPnBM-nya) harus
dipungut sendiri
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C.

g.

Penyerahan yang Pajak Penjualan atas
Barang Mewahnya {(PPnBM-nya)
dipungut Pemungut Pajak

Penyerahan yang Pajak Penjualan atas :

Barang Mewahnya (PPnBM-nya) tidak
dipungut

Penyerahan dibebaskan dari pengenaan
PPn BM

Tidak terutang Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)

Jumlah Penyerahan

. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.

b
c.
d

g.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Impor Barang Kena Pajak (BKP)

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

Barang Mewahnya (PPnBM-nya) tidak

seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

Tanggung Jawab Secara Renteng
(dikenakan tarif .....%)

Pembayaran Pajak Penjualan atas :

Barang Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
...%)

Jumlah dasar pengenaan pajak

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang terutang atas:

a.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang harus Dipungut Sendiri
Impor Barang Kena Pajak (BKP)
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

Perolehan yang Pajak Penjualan atas :

Barang Mewahnya (PPnBM-nya) tidak

seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

Tanggung Jawab Secara Renteng
(dikenakan tarif .....%)

Pembayaran Pajak Penjualan atas :

Barang Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
%)

Jumlah Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) yang terutang

Pajak yang dapat diperhitungkan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang tidak/kurang dibayar
Sanksi administratif

Jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang masih harus dibayar

Terbilang: ...cc.ccvvinveniiiinii e

Jumlah kurang/(lebih)} bayar yang disetujui :

Waijib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan.

Terbilang: .......ccoooveiiiiviinienincn

: Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
. Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

: Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Perolehan yang Pajak Penjualan atas :

Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

. Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 2.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

. Diisi sesuai dengan baris 2.9 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

. Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
: Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 3.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 3.g Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

. Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

. Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi administratif pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat
berupa bunga dan/atau kenaikan sesuai dengan Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

: Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom

"JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"

Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"
dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir
menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).

: Cukup jelas.
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E.3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP :
II. | Dari pemeriksaan ulang tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
. Ekspor
. Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
. Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut
. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM
Tidak terhutang PPnBM
d. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumiah (c.1 s.d. ¢.8)
d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

e. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan
tarif ...%)
f. Jumlah dasar pengenaan pajak {a atau b atau ¢ atau d atau e)

S0 Q00T

F.4.2.23.
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3 | PPnBM yang terutang atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.1. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
¢.5. Dikenakan tarif 50%
¢.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)
e. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas {dikenakan
tarif ...%)
f. Jumlah PPnBM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
Dibayar dengan NPWP sendiri
STP {pokok kurang bayar)
Lain-lain
Jumlah (a+b+c+d)
Diperhitungkan :
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
f.3. SKPLB
f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)
5 | PPnBM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.g)
6 | Sanksi administratif:
Kenaikan Pasal 15 (2) UU KUP

7 Jumlah PPnBM Yang maSih harus dibayar (5+6) e ———————i}
Q=1 g1 = T« U .- reeeeeerere st EEEEtEretesatatenasesensssssssassana

8 | Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak
berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

moango

JLICE 1211 = OO

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi
administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum keberatan
diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana
dimaksud pada angka 7 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Paijak
Kepala Kantor,

1) Diisi jilka SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.
2) Coret yang tidak periu.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1)

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP

LAMPIRAN SKPKBT

No.

URATAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

PENGUSAHA KENA
PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUI)

1 Dasar Pengenaan Pajak atas:

a e a0 oo

Ekspor
Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri

Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut
Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNnBM
Tidak terhutang PPnBM
Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.

PPnBM yang harus dipungut sendiri:

a.l. Dikenakan tarif 10%

a.2. Dikenakan tarif 20%

a.3. Dikenakan tarif 30%

a.4. Dikenakan tarif 40%

a.5. Dikenakan tarif 50%

a.6. Dikenakan tarif 60%

a.7. Dikenakan tarif 75%

a.8. Dikenakan tarif ....%

a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)

Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%

b.2. Dikenakan tarif 20%

b.3. Dikenakan tarif 30%

b.4. Dikenakan tarif 40%

b.5. Dikenakan tarif 50%

b.6. Dikenakan tarif 60%

b.7. Dikenakan tarif 75%

b.8. Dikenakan tarif ....%

b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%

c.2. Dikenakan tarif 20%

c.3. Dikenakan tarif 30%

c.4. Dikenakan tarif 40%

c.5. Dikenakan tarif 50%

c.6. Dikenakan tarif 60%

c.7. Dikenakan tarif 75%

c.8. Dikenakan tarif ....%

c.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)

Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut (dikenakan tarif .....%)
Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas
(dikenakan tarif ...%)

Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau

e)

F.4.2.23.
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3 PPnBM yang terutang atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)
d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut (dikenakan tarif .....%)
e. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas
(dikenakan tarif ...%)
f. Jumlah PPnBM yang terutang (a atau b atau c atau d atau
4 Pajak yang dapat diperhitungkan:
Dibayar dengan NPWP pihak lain
Dibayar dengan NPWP sendiri
STP (pokok kurang bayar)
Lain-lain
Jumlah {(a+b+c+d)
Diperhitungkan :
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
f.3. SKPLB
f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)
g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)
5 | PPnBM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.g)
6 | Sanksi administratif:
Kenaikan Pasal 15 (2) UU KUP
7 | Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar (5+6)

SN NN T

1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan
atau tidak dipungut/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Coret yang tidak perlu.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum
1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak;
Perolehan yang Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut; dan
- Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota
Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 :untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 :untuk Seksi Pengawasan I/ IV/VVI;
- lembar ke4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam
bentuk tertulis}.
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
LN : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terbit atas Impor
......................................................... Barang Kena Pajak/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang
Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya tidak seharusnya dibebaskan atau
tidak dipungut/Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula
mendapatkan fasilitas. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan terbit atas Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Penjualan atas

Barang Mewah seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27
Juli 2022.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

- Nama Waijib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Cukup jelas.
(PKP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal
Kepala Kantor, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam bentuk tertulis,

juga dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan
Bayar Tambahan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak
Tambahan Kurang Bayar Tambahan/Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA
PAJAK" dan "FISKUS".

. Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan Pajak _ Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

*

Kurang Bayar Tambahan dengan perincian sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. Ekspor . Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.
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g.

a.

f.

Penyerahan yang Pajak Penjualan :

atas Barang Mewahnya (PPnBM-nya)
harus dipungut sendiri
Penyerahan yang Pajak Penjualan

atas Barang Mewahnya (PPnBM-nya)
dipungut Pemungut Pajak

Penyerahan yang Pajak Penjualan
atas Barang Mewahnya (PPnBM-nya)
tidak dipungut

Penyerahan yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)

Tidak terutang Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)

Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

. Dasar Pengenaan Pajak atas:

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang harus dipungut sendiri:

Impor Barang Kena Pajak (BKP)

Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

. Diisi sesuai dengan baris 1. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

. Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 1.9 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

. Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pemungutan Pajak oleh Pemungut :

Pajak

Perolehan yang Pajak Penjualan atas
Barang Mewahnya (PPnBM-nya) tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pembayaran Pajak Penjualan atas :

Barang Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
...%)

Jumlah dasar pengenaan pajak

Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 2.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas:

a.

Dipungut Sendiri

Impor Barang Kena Pajak (BKP)

: Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pemungutan Pajak oleh Pemungut :

Pajak

Perolehan yang Pajak Penjualan atas
Barang Mewahnya (PPnBM-nya) tidak
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif .....%)

Tambahan.
Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pembayaran Pajak Penjualan atas :

Barang Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
...%)

Jumlah Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) yang terutang

4 Pajak yang dapat diperhitungkan

5§ Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang tidak/kurang dibayar
6 Sanksi administratif

7 Jumlah Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) yang masih harus
dibayar

Terbilang: ....ooeviii

8 Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan
yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- Terbilang: .....ooovniniii

Tambahan.

Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

. Diisi sesuai dengan baris 3.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

. Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.
Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

. Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

. Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH

Rupiah MENURUT FISKUS"

: Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut
Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).
Cukup jelas.
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E.4. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak

I. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha
Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

1I. | Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
Ekspor
. Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
. Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM
Tidak terhutang PPNnBM
. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l, Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c¢.1 s.d. c.8)

© e Qo0 oo

F.4.2.23.
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e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)

3 | PPnBM vyang terutang atas:

a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2, Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
2.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)

b. Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
¢.2. Dikenakan tarif 20%
¢.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)

e. Jumlah PPnBM yang terutang (a atau b atau c atau d)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:

Dibayar dengan NPWP pihak lain

Dibayar dengan NPWP sendiri

STP (pokok kurang bayar)

Lain-lain

. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan {a+b+c+d)
5 | Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar (3.e-4.€)

oon oo

d. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...

d. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...

%)

%)

6 | Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

NIHIL

QL0021 =L T O o S PP RSP PPN

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak/PKP

LAMPIRAN SKPN

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
PENGUPil;xe KENA FISKUS AKHIR
(DISETUIUT)

1 | Dasar Pengenaan Pajak atas:

- N - N I~ )

Ekspor

Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Tidak terhutang PPNnBM

Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

2 | Dasar Pengenaan Pajak atas:

a.

PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6., Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
Impor BKP:

b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumiah (b.1 s.d. b.8)
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1, Dikenakan tarif 10%
c.2, Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah {c.1 s.d. c.8)

.Pembayaran PPnBM vyang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan

tarif ...%)
Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau ¢ atau d)

F.4.2.23.
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3 | PPnBM yang terutang atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.1l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
d. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan
tarif ...%)
e. Jumlah PPnBM yang terutang (a atau b atau c atau d)
4 | Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
b, Dibayar dengan NPWP sendiri
¢. STP (pokok kurang bayar)
d. Lain-lain
e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)

5 | 3Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar (3.e-4.e) NIHIL

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan
fasilitas.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum
1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak; dan
- Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota
Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Nihil ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Nihil dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Nihil tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Nihil dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/IIIVIVIVIVI;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4, Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13” (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
S ettt e et : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Nihil terbit atas Impor Barang Kena
......................................................... Pajak/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajaklpembayaran Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam
hal Surat Ketetapan Pajak Nihil terbit atas Penyerahan Barang Kena Pajak
(Pajak Penjualan atas Barang Mewah seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret
2022.

- Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka
ditulis 27 Juli 2022.

- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Cukup jelas.

- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam
Kepala Kantor, hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi

tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan
Kementerian Keuangan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Nihil : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan

Pajak Nihil Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan . Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil dengan perincian

Pajak Nihil sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak atas: :
a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

b Penyerahan yang Pajak Penjualan : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
atas Barang Mewahnya (PPnBM-
nya) harus dipungut sendiri

c. Penyerahan yangPajak Penjualan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
atas Barang Mewahnya (PPnBM-
nya) dipungut Pemungut Pajak

d. Penyerahan yang Pajak Penjualan : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
atas Barang Mewahnya (PPnBM-
nya) tidak dipungut
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e. Penyerahan yang dibebaskan dari :

pengenaan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)

f.  Tidak terutang Pajak Penjualan :

atas Barang Mewah (PPnBM)

g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) :

. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Pajak Penjualan atas
Mewah (PPnBM) vyang harus
dipungut sendiri:

b. Impor Barang Kena Pajak (BKP)

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut :

Pajak

d. Pembayaran Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) yang
semula mendapatkan fasilitas

(dikenakan tarif ...%)
e. Jumlah dasar pengenaan pajak

- Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang terutang atas:

a. Dipungut Sendiri
b. Impor Barang Kena Pajak (BKP)

¢c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut :

Pajak

d. Pembayaran Pajak Penjualan atas :

Barang Mewah (PPnBM) yang
semula mendapatkan fasilitas
(dikenakan tarif ...%)

e. Jumlah Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM) vyang
Terutang

. Pajak yang dapat diperhitungkan

. Jumlah Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM) yang masih harus

dibayar

. Jumlah kurang/(lebih) bayar

disetujui Wajib Pajak berdasarkan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Terbilang: ....ccccovvniiirirr e,

Barang :

atas :

yang :

Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

. Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

- Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

: Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

: Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
: Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil pada
kolom “"JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"
dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir

menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).
Cukup jelas.
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E.5. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak

I. | Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan® atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib
Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP
NPWP

II. | Dari pemeriksaan? tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai
berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

1 Dasar Pengenaan Pajak atas:
Ekspor
Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM
Tidak terhutang PPRBM
Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
asar Pengenaan Pajak atas:
PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah {(c.1 s.d. c.8)

d. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
..%)

e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)

s gampapoy

F.4.2.23.
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3 Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPnBM
4 PPnBM yang terutang atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
¢.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)
d. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
..%)
e. Jumlah PPnBM yang terutang (a atau b atau ¢ atau d atau NIHIL)
5 Pajak yang dapat diperhitungkan:
Dibayar dengan NPWP pihak lain
Dibayar dengan NPWP sendiri
STP (pokok kurang bayar)
Lain-lain
Jumlah (a+b+c+d)
Diperhitungkan:
f.1. SKPLB
g. PPnBM yang seharusnya tidak terutang:
g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
g.3 Telah dipungut
g.4. Jumilah (g.1+9.2+9.3)
h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))

6 | Jumlah PPnBM lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (5.h-4.e) A

- N

LIS L= T e

7 | Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

LI 1221 1 - U O

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak cleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan
fasilitas.
2) Coret yang tidak perlu.

F.4.2.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Wajib Pajak/PKP

LAMPIRAN LB

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

PENGUSAHA KENA
PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUT)

Dasar Pengenaan Pajak atas:
Ekspor
Penyerahan yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak
Penyerahan yang PPnBM-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM
Tidak terhutang PPnBM
Jumlah Penyerahan {a+b+c+d+e+f)
Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
a.1l. Dikenakan tarif 10%
a.2. Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
b. Impor BKP:
b.1. Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
c.9. Jumlah (c.1 s.d. ¢.8)

d. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas
(dikenakan tarif ...%)
e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)

Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPRnBM

o "0 op oo

F.4.2.23.
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4 | PPnBM yang terutang atas:

a. PPnBM yang harus dipungut sendiri;
a.1l. Dikenakan tarif 10%
a.2, Dikenakan tarif 20%
a.3. Dikenakan tarif 30%
a.4. Dikenakan tarif 40%
a.5. Dikenakan tarif 50%
a.6. Dikenakan tarif 60%
a.7. Dikenakan tarif 75%
a.8. Dikenakan tarif ....%
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)

b. Impor BKP:

b.1, Dikenakan tarif 10%
b.2. Dikenakan tarif 20%
b.3. Dikenakan tarif 30%
b.4. Dikenakan tarif 40%
b.5. Dikenakan tarif 50%
b.6. Dikenakan tarif 60%
b.7. Dikenakan tarif 75%
b.8. Dikenakan tarif ....%
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak:
c.1. Dikenakan tarif 10%
c.2. Dikenakan tarif 20%
c.3. Dikenakan tarif 30%
c.4. Dikenakan tarif 40%
¢.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif ....%
¢.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)

d. Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas
(dikenakan tarif ...%)

e. Jumlah PPnBM yang terutang (a atau b atau c atau d atau
NIHIL)

5 | Pajak yang dapat diperhitungkan:

Dibayar dengan NPWP pihak lain

Dibayar dengan NPWP sendiri

STP (pokok kurang bayar)

Lain-lain

Jumiah (a+b+c+d)

Diperhitungkan:

f.1. SKPLB

g. PPnBM yang seharusnya tidak terutang:
g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
g.3 Telah dipungut
g.4. Jumlah (g.14+9.2+9g.3)

h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))

PR C < W o B - i

6 | Jumlah PPnBM lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (5.h-4.e)

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.

F.4.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak; dan
- Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas.

2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Nota Penghitungan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan VII/WI/IVIVIVI;
- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
et r e rannas : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terbit atas Impor Barang Kena
......................................................... Pajak/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas. .Dalam hal Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar terbit atas Penyerahan Barang Kena Pajak
(Pajak Penjualan atas Barang Mewah seri umum) tidak perlu diisi.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh

sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis

27 Juli 2022.
- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (P : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Waijib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal
Kepala Kantor, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi

tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan
Kementerian Keuangan.
2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada Surat Ketetapan Pajak * Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dengan perincian

Lebih Bayar sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
a. Ekspor . Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

b Penyerahan yang Pajak Penjualan : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
atas Barang Mewahnya (PPnBM-nya)
harus dipungut sendiri

c. Penyerahan yang Pajak Penjualan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
atas Barang Mewahnya (PPnBM-nya)
dipungut Pemungut Pajak

d. Penyerahan yang Pajak Penjualan : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
atas Barang Mewahnya (PPnBM-nya)
tidak dipungut

e. Penyerahan yang dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
pengenaan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)
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f. Tidak terutang Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)

g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)

. Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang harus dipungut sendiri

b. Impor Barang Kena Pajak

Pajak

d. Pembayaran Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
.. %)

e. Jumlah dasar pengenaan pajak

. Penyerahan/impor yang seharusnya tidak

terutang Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM)

: Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
. Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
: Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut :

Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,

: Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Diisi

dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah
dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud
dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang. Baris 1 & 2 "Dasar Pengenaan Pajak” tidak perlu diisi.

. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas:

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) yang harus Dipungut Sendiri

b. Impor Barang Kena Pajak

¢. Pemungutan Pajak oleh Pemungut
Pajak

d. Pembayaran Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) yang semula
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
...%)

e. Jumlah Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) yang Terutang

. Pajak yang dapat diperhitungkan

. Jumlah Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM) yang lebih
dibayar/seharusnya tidak terutang
Terbilang: .....ccceovveeriiiiiirrccanes

. Jumiah  (kurang)/lebih bayar yang
disetujui Wajib Pajak berdasarkan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Terbilang: .....ccooiiiieiiiicciccieae

: Diisi sesuai dengan baris 4.a Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 4.b Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
: Diisi sesuai dengan baris 4.c Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 4.d Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 4.e Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
. Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH

RUPIAH MENURUT FISKUS".

: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pada

kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"
dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir
menyatakan Kurang Bayar ditulis dalam tanda " (.......... ).

Cukup jelas.
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E.6. SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

IS SUANEEEERENENENSSEAEAAANE 1)
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulangz) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP
II. | Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKUS

Pajak harus dibayar/ ditagih kembali
Telah dibayar

Kurang dibayar (1-2)

Sanksi administratif :

a. Denda Pasal 7 KUP

keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPn BM)

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
atas pembetulan SPT Masa PPn BM yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar

c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati
jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak

d. Bunga Pasal 14 (3) KUP

atas kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
akibat salah tulis dan/atau salah hitung

P W N =

e. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d)

5 Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

L= 511 = T N

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan
pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi.......ccccoeuvunenns .

1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Coret yang tidak perlu.

3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat
yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak
kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.2.23.
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LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1)

Nomor
Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PENGUSAHA KENA
PAJAK FISKUS
1 |Pajak harus dibayar/ ditagih kembali
2 |Telah dibayar -
3 |Kurang dibayar (1-2)
4 |Sanksi Adminitrasi :

Denda Pasal 7 KUP

Bunga Pasal 8 (2a) KUP

Bunga Pasal 9 (2a) KUP

Bunga Pasal 14 (3) KUP

. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d)
Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

® o0 oo

1)

2)

Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPnh BM yang semula mendapatkan

fasilitas.
Coret yang tidak perlu.

F.5.2.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak; dan
- Pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula mendapatkan fasilitas.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elekironik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elekironik;
- Tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Tagihan Pajak tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Tagihan Pajak dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembarke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembarke-2 :untuk Seksi Pelayanan;
- lembarke-3 :untuk Seksi Pengawasan I/IFII/IVV/VI;
- lembarke-4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
R PP PUPR O RPORUPPR : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika Surat Tagihan Pajak terbit atas Impor Barang Kena Pajak/Pemungutan
......................................................... Pajak oleh Pemungut Pajaklpembayaran Pajak Penjua'an atas Barang Mewah yang

semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal Surat Tagihan Pajak terbit atas
Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Penjualan atas Barang Mewah seri umum)
tidak perlu diisi.

-~ Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun
pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022,
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022,

Tanggal Jatuh Tempo . Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya
jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

- Nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena : Cukup jelas.
Pajak (PKP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWFP) : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Waijib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan Surat
Kepala Kantor/ Tagihan Pajak serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang
Kepala Seksi ................... , berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan

Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak dan dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis
dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan dibubuhi cap dinas sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai Cap Dinas di Lingkungan Kementerian

Keuangan.
2 Pengisian Jumlah Rupiah )
a. Lampiran Surat Tagihan Pajak : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
b. Surat Tagihan Pajak : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Tagihan Pajak Pajak

Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT :
"PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

, Baris/nomor urut pada Surat Tagihan Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Tagihan Pajak dengan perincian sebagai

Pajak berikut:

1 Pajak yang harus dibayar/ditagih : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak terdapat

kembali pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak terdapat
pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).

3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

4 Sanksi administratif : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

5 Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

- Terbilang: ..ccoeeveieiiieiie e : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH Rupiah

MENURUT FISKUS".
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F. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK UNTUK
BEA METERAI
F.1. NOTA PENGHITUNGAN BEA METERAI

KODE NOTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 11T
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHI 'l: LA!FQAN
BEA METE

Jenis Ketetapan/ ~ : [__|sTP [Jsxexs [Jskexer
Keputusan [ JsxpLe [ Js«en

Dasar Penerbitan Ketetapan/ : DPenelitian DPemeriksaan DPemeriksaan Ulang
Keputusan

Dasar Hukum Ketetapan/ : DPasal 13 I:lPasaI 14 l:IPasaI 15 Ayat (1) I___lPasaI 15 Ayat (3)
Keputusan I:IPasaI 17 Ayat (1) I:'Pasal 17 Ayat (2) DPasal 17 A

Masa Pajak H s.d. Tahun Pajak

Laporan - Nomor

Penelitian/Pemeriksaan/ - Tanggal

Pemeriksaan Ulang n
Nama Wajib Pajak : Nomor/Tanggal Penetapan Pemungut Bea Meterai
NPWP : Pekerjaan/Usaha
Alamat : KLU (5 digit)
Kode Pos

URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUT
PEMBAHASAN
WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR

(DISETUIUI) 2

1 |Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar / Lebih Dibayar

a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:

a.l Bea Meterai yang harus dibayar

a.2 Bea Meterai yang harus disetor
a.3 Jumiah (a.1+a.2)

b. Dikurangi:

b.1 Bea Meterai yang telah dibayar

b.2 Bea Meterai yang telah disetor

b.3 Jumiah (b.1+b.2)

c. Diperhitungkan:

c.l SKPKB (pokok kurang bayar)

c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)
c.3 SKPLB

c.4 Jumiah (c.1+c.2-c.3})

d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang:

d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain

d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri

d.3 Telah dipotong/dipungut

d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ({b.3+c.4) atau d.4)

Jumlah penghitungan f.1 | Tidak/Kurang dibayar (a.3-e)

Bea Meterai yang: f.2 |Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.3)
f.3 [Nihil (a.3=e)

o

-

2 |Sanksi administratif

a. STP:

a.l Denda Pasal 7 KUP

a.2 Bunga Pasal 8 (2a) KUP

a.3 Bunga Pasal 9 (2a) KUP

a.4 Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea
Meterai 1985

b. SKPKB:
b.1 Sanksi Pasal 11 ayat (3} UU Bea Meterai

b.2 Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea
Meterai 1985
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¢. SKPKBT:

c.1 Sanksi Pasal 11 ayat {3) UU Bea Meterai

Meterai 1985

c.2 Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea

d. Jumlah sanksi administratif (a atau b atau ¢)

3 |Jumlah Bea Meterai yang: a |Masih harus dibayar (1.f.1 +2.d)
b ]Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(1.f.2)
¢ |Nihil (1.£.3)
L= 11 T
DIHITUNG DITELITL

1) Coret yang tidak perlu.

2) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

F.4.5.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN BEA METERAI

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Bea Meterai (F.4.5.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, atau
pemeriksaan ulang atas Bea Meterai yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil,

2 Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Bea Meterai.

3 Masa Pajak merupakan periode pembayaran atau pemungutan Bea Meterai. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis
ketetapan, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak yang semata-mata untuk
menagih sanksi administratif (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak
melompat, serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2022 dapat
dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2022, Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan
Maret 2022, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk
Masa Pajak Januari 2022 dan untuk Masa Pajak Maret 2022,

4 Dibuat dalam bentuk elekironik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam
bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1 . dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak;
- lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
5 Ukuran kertas

Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas
m erereereeeeeeeseeeee v e—ee s : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota

Penghitungan.

- Kode Nota : Disi pada [ [ | (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan yang akan diterbitkan.
Catatan:

Pada aplikasi, checklist pilihan I:I (kotak) untuk jenis ketetapan nomor
4, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dinonaktifkan secara sistem.

- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada D (kotak) yang sesuai dengan dasar
penerbitan ketetapan.

- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai dengan dasar
hukum ketetapan.

- Masa Pajak . Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai

dalam satu Masa yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01
untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk
Umum butir 3).

- Tahun Pajak . Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa.
- Laporan Penelitian/Pemeriksaan/ . Coret yang tidak perlu.
Pemeriksaan Ulang
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak . Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Alamat . Cukup jelas.
- Kode Pos :  Cukup jelas.
- Nomor/Tanggal . Diisi dengan nomor dan tanggal penetapan sebagai Pemungut Bea
Penetapan Meterai.
- Pekerjaan/Usaha . Cukup jelas.

- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) (5 digit) : Diisi dengan kode Kiasifikasi Lapangan Usaha sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha

Wajib Pajak.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumiah Rupiah menurut pembayaran/penyetoran Wajib Pajak.

- FISKUS . Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan
hasil pemeriksaan/penelitian.

- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan

akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah
Surat Tagihan Pajak.
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Baris/Nomor Urut
1. Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar / Lebih Dibayar:

a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor

a.1 Bea Meterai yang harus dibayar
a.2 Bea Meterai yang harus disetor
a.3 Jumlah (a.1+a.2)

b. Dikurangi
b.1 Bea Meterai yang telah dibayar

b.2 Bea Meterai yang telah disetor
b.3 Jumlah
c¢. Diperhitungkan
c.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB)
c.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan (SKPKBT)
¢.3 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar :
(SKPLB)
c4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)
d. Bea Meterai yang seharusnya tidak
terutang:
d.1 Dibayar dengan Nomor Pokok

d2

d.3
d4

e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan :

Wajib Pajak (NPWP) pihak lain
Dibayar dengan Nomor Pokok
Waijib Pajak (NPWP) sendiri
Telah dipotong/dipungut
Jumlah (d.1+d.2+d.3)

((b.3+c.4) atau d.4)

f. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang: :

e.
e2

e3

Tidak/Kurang dibayar (a.3-e)
Lebih dibayar/seharusnya tidak
terutang (e-a.3)

Nihil (a.3=¢)

2. Sanksi administratif

3. Jumlah Bea Meterai yang:
a. Masih harus dibayar (1.f.1 +2.d)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang
(1£.2)

c. Nihil (1.£.3)

- Terbilang: ..coceveiiiiiieiiireeee e :

C. Kolom Otorisasi

Dibuat oleh

Disetujui oleh

Diisi dalam hal terdapat Bea Meterai yang terutang oleh Wajib Pajak pada
Masa Pajak yang bersangkutan.

Diisi dalam hal Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pemungut Bea
Meterai menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan dokumen yang terutang
Bea Meterai pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Diisi dalam hal terdapat pembayaran Bea Meterai yang terutang oleh Wajib
Pajak pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan meterai
atau surat setoran pajak.

Diisi dalam hal terdapat penyetoran Bea Meterai oleh Wajib Pajak yang
telah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai pada Masa Pajak yang
bersangkutan .

Cukup jelas.

Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.

Diisi hanya sebesar pokok pajak.

Cukup jelas.
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Berikan tanda "X" (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan (a, b, atau c).

- Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku untuk
Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan
penelitian/pemeriksaan.

Berikan tanda "X" (silang) pada |:| (kotak) yang sesuai

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom
"JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan
tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama penelitiipemeriksa) pada
{dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf
penelitiipemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.

Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang

dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala
Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan
nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.
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F.2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

BEA METERAI
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

1. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai:

Nama Wayjib Pajak
NPWP

II. | Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT
WAJIB PAJAK FISKUS

No. URAIAN

1 Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor
a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:

a.1 Bea Meterai yang harus dibayar

a.2 Bea Meterai yang harus disetor

a.3 Jumlah (a.1+a.2)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang telah dibayar
b.2 Bea Meterai yang telah disetor
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

¢. Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau disetor (a.3-
b.3)

2 Sanksi administratif:
a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai

atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau
kurang disetor

b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea
Meterai 1985
atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar

¢. Jumlah sanksi administratif (a+b)

3 Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2.c)

L= 5 ¢ = . T OO

4 | Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

L= 11 = o T OO SOSTOON

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuanganpada saat dimulainya
penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum keberatan
diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumiah sebagaimana
dimaksud pada angka 3 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

F.4.5.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
BEA METERAI

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Wajib Pajak

LAMPIRAN SKPKB

No.

JUMLAH RUPIAH MENURUT

URATAN
WAJIB PAJAK

FISKUS

PEMBAHASAN
AKHIR
(DISETUIUI)

Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor
a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:

a.l Bea Meterai yang harus dibayar

a.2 Bea Meterai yang harus disetor

a.3 Jumlah (a.1+a.2)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang telah dibayar
b.2 Bea Meterai yang telah disetor
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

c. Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau
disetor (a.3-b.3)

Sanksi administratif:
a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai

b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat
(1) UU Bea Meterai 1985

¢. Jumlah sanksi administratif (a+b)

Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2.c)

F.4.5.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
BEA METERAI

A, Umum
1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bea Meterai atas pembayaran
atau pemungutan Bea Meterai.

2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir
F.45.77.).

3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembarke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 :untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/III/IVIVIVI;
- lembar ke-4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis)
B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas
B e e e e et : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan
perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembayaran atau pemungutan Bea Meterai yang

bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak
Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022,

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (prinf-out) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi
secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya
jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022,

- Nama Waijib Pajak . Cukup jelas.
- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) . Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Waijib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal
Kepala kantor, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi

tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian

Keuangan.
2 Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai
Bayar {(Formulir F.4.5.77.).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Bea Meterai pada kolom

"JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".

*

* Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan

Pajak Kurang Bayar perincian sebagai berikut:
1 Penghitungan Bea Meterai Kurang : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Dibayar dan/atau Disetor
2 Sanksi administratif : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
3 Jumlah Bea Meterai yang masih : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

harus dibayar

- Terbilang: ... : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT FISKUS".

4 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada
disetujui Wajib Pajak berdasarkan kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan
Pembahasan Akhir Hasil ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Pemeriksaan. Bayar ditulis dalam tanda "(.......... Y.

- Terbilang: ..o : Cukup jelas.
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F.3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

BEA METERAI
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai:

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. | Dari pemeriksaan ulang tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS

1. Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor
a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:

a.l Bea Meterai yang harus dibayar

a.2 Bea Meterai yang harus disetor

a.3 Jumlah (a.1+a.2)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang telah dibayar
b.2 Bea Meterai yang telah disetor
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

c. Diperhitungkan:

c.l SKPKB
c.2 SKPKBT
c.3 SKPLB

¢c.4 Jumiah (c.1+c.2-¢.3)

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4)

Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau disetor (a.3-d)

2. | Sanksi administratif:

a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai
atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang
disetor

b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai
1985
atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar

¢. Jumlah sanksi administratif (a+b)

3. | Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2.c)

DI ANG e s s e

4. | Jumlah kurang/(lebih} bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan

LI L= 1T O U VO SO SO SSOPIPSOPISOpPP

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan
sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum keberatan diajukan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana
dimaksud pada angka 3 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

F.4.5.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
BEA METERAI

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

LAMPIRAN SKPKBT

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR
{DISETUIUI)
1. | Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor

a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:
a.l Bea Meterai yang harus dibayar

a.2 Bea Meterai yang harus disetor
a.3 Jumlah (a.1+a.2)

b. Dikurangi:
b.1 Bea Meterai yang telah dibayar
b.2 Bea Meterai yang telah disetor
b.3 Jumlah (b.1+b.2)

c. Diperhitungkan:
c.l SKPKB
c.2 SKPKBT
c.3 SKPLB
¢4 Jumlah {¢.1+c.2-¢.3)

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4)

e. Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau
disetor (a.3-d)

Sanksi administratif:
a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai

b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1)
UU Bea Meterai 1985

c. Jumlah sanksi administratif (a+b)

Jumiah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2.c)

F.4.5.23.
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A. Umum

1.

2.

1.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

BEA METERAI

Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Bea Meterai atas
pembayaran atau pemungutan Bea Meterai.
Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea
Meterai (Formulir F.4.5.77.).

a.

. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.

Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditandatangani secara elektronik;

Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam bentuk tertulis; dan

Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut dilakukan secara elektronik;

Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dicetak dalam rangkap 4 (empat):
lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;

lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan VII/IVIVIVIVI,

lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam
bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/ldentitas

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah
a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan

* Baris/No.Urut pada Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

. Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan

perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Masa pajak merupakan periode pembayaran atau pemungutan Bea Meterai yang

bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak
Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022,

. Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi

secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya
jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat

dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

. Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal

*

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dibuat dalam bentuk tertulis, juga
dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian
Keuangan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai

{Formulir F.4.5.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB
PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
dengan perincian sebagai berikut:

1

Penghitungan Bea Meterai Kurang
Dibayar dan/atau Disetor

Sanksi administratif

Jumlah Bea Meterai yang masih
harus dibayar

: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Terbilang: ..o :

Jumlah kurang/(lebih) bayar yang
disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Tambahan.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 Lampiran Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
FISKUS".

. Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR
(DISETUJUR" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan
Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.......... Y.

Terbilang: .......cooveviiiiiiiie : Cukup jelas.
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F.4. SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL BEA METERAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
BEA METERAIL

Nomor : Tanggal Penerbitan

Masa Pajak

1. | Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai:

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. | Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN
WAIIB PAJAK FISKUS

1. | Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:
a. Bea Meterai yang harus dibayar

b. Bea Meterai yang harus disetor

¢. Jumlah (a+b)

2. | Dikurangi:

a. Bea Meterai yang telah dibayar
b. Bea Meterai yang telah disetor
c. Jumlah (a+b)

3. | Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c-2.c) NIHIL

4 | Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

QL= > 11 = 1 T T YOS YOO O O

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

F.4.5.23.
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LAMPIRAN SKPN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
BEA METERAI
Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan
Nama Wajib Pajak
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUI)
1. | Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:
a. Bea Meterai yang harus dibayar
b. Bea Meterai yang harus disetor
¢. Jumlah (a+b)
2. | Dikurangi:
a. Bea Meterai yang telah dibayar
b. Bea Meterai yang telah disetor
¢. Jumlah (a+b)
3. | Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c-2.c) NIHIL

F.4.5.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
BEA METERAI
A. Umum
1. Formulir ini (F.4.5.23) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (Surat Ketetapan Pajak Nihil) Bea

2.

Meterai atas pembayaran atau pemungutan Bea Meterai.
Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil Bea Meterai adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir
F.4.5.77.).
Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Ketetapan Pajak Nihil ditandatangani secara elektronik;
-  Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Nihil dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Nihil tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Nihil dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2  : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3  : untuk Seksi Pengawasan VI/IIl/IVIVIVI;
- lembar ke-4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
Ukuran kertas

Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
PN . Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor . Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak . Masa pajak merupakan periode pembayaran atau pemungutan Bea Meterai

yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa
Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022.

Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (prini-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27

Juli 2022.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1 Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak . Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal
Kepala kantor, Surat Ketetapan Pajak Nihil dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi tanda

tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai
(Formulir F.4.5.77.).

b. Surat Ketetapan Pajak Nihil : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak
Nihil Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK"
dan "FISKUS".

. Baris/fnomor urut pada Surat Ketetapan , Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil dengan perincian
Pajak Nihil sebagai berikut:

1 Bea Meterai yang harus dibayar . Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
dan/atau disetor

2 Dikurangi . Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.

3 Jumlah Bea Meterai yang masih : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil.
harus dibayar

4 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang  : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Nihil pada kolom
disetujui Wajib Pajak berdasarkan "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan
Pembahasan Akhir Hasil ketentuan dalam hal jumiah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan
Pemeriksaan. Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.......... ).

- Terbilang: ....ccccovviiiiiiiiiiiinnnn, . Cukup jelas.
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F.5. SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

BEA METERAI
Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak
L. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan?’ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen:

Nama Wajib Pajak

NPWP
I Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai
berikut :
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN
WAJIB PAJAK FISKUS
1. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:

a. Bea Meterai yang harus dibayar
b. Bea Meterai yang harus disetor
c. Jumlah (a+b)

2. Dikurangi:
a. Bea Meterai yang telah dibayar
b. Bea Meterai yang telah disetor
¢. Diperhitungkan dengan SKPLB
d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terhutang
d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
d.3. Telah dipotong/dipungut
d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((a+b-+c) atau d.4)

3. Jumlah Bea Meterai yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e-1.c)

JLIC=] 1= T2 e OO PO SO OOV OOV

4 Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

LI g1 11 2 T OO P OO OO E PO OO

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pengiriman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu.

F.4.5.23.
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SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
BEA METERAI

Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan

LAMPIRAN SKPLB

Nama Wajib Pajak
NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN PEMBAHASAN
WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR
(DISETUIUI)
1.| Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:

a. Bea Meterai yang harus dibayar
b. Bea Meterai yang harus disetor
c. Jumlah (a+b)

Dikurangi:
a. Bea Meterai yang telah dibayar
b. Bea Meterai yang telah disetor
¢. Diperhitungkan dengan SKPLB
d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terhutang
d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
d.3. Telah dipotong/dipungut
d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((a+b+c) atau d.4)

Jumiah Bea Meterai yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e-1.c)

F.4.5.23.
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A. Umum

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

BEA METERAI

. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Bea Meterai.

Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir
F.4.5.77)).

Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.

Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ditandatangani secara elektronik;

Tidak dibuat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam bentuk tertulis; dan

Pengiriman Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut dilakukan secara elektronik;

Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dicetak dalam rangkap 4 (empat):

a.

b.

lembar ke-1
lembar ke-2
lembar ke-3
lembar ke-4

Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan

Nama Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kepada

a.n, Direktur Jenderal Pajak

Kepala kantor,

Pengisian Jumlah Rupiah
Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

a.

b.

Baris/nomor urut pada Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar

: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

: untuk Seksi Pelayanan;

: untuk Seksi Pengawasan IV,

: untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

- Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Masa pajak merupakan periode pembayaran atau pemungutan Bea Meterai

yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa
Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022,

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out ) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak

memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar).

Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan

* alamat dari Waijib Pajak yang bersangkutan.
. Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang dan dalam hal

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dibuat dalam bentuk tertulis, juga dibubuhi
tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai cap dinas di lingkungan
Kementerian Keuangan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai

{(Formulir F.4.5.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Ketetapan Pajak

Lebih Bayar Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB
PAJAK" dan "FISKUS".

Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dengan
perincian sebagai berikut:

1

Bea Meterai yang harus dibayar
dan/atau disetor

Dikurangi

Jumlah Bea Meterai yang lebih
dibayar/seharusnya tidak terutang
Terbilang: .....coooveniiiiiiies

Jumlah (kurang)/lebih bayar yang
disetujui Wajib Pajak berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Terbilang: ....ocovvvvviiiiricc e

: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH

RUPIAH MENURUT FISKUS".

. Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pada

kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)"
dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir
menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda '(.......... ).

: Cukup jelas.
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F.6. SURAT TAGIHAN PAJAK BEA METERAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
BEA METERAI

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

L | Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai:

Nama Wajib Pajak

NPWP
II. | Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang® tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
JUMLAH RUPIAH MENURUT
No. URAIAN

WAJIB PAJAK FISKUS

Bea Meterai yang harus dibayar/disetor
Telah dibayar/disetor
Kurang dibayar/disetor (1-2)

L

Sanksi administratif :

a. Denda Pasal 7 KUP
keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Bea
Meterai

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
atas pembetulan SPT Masa Bea Meterai yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar

c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati
tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak

d. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea
Meterai 1985

atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar
e. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d)

5. | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

BT+ 11 =2 T O OO oSS PSPPSR PP PO

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan
pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala SeKSi .......ccouvin 2

1) Coret yang tidak perlu.

2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP
serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang
sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan
Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.5.23.
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SURAT TAGIHAN PAJAK
BEA METERAI

Nomor

Masa Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak

LAMPIRAN STP

NPWP
JUMLAH RUPIAH MENURUT

No. URAIAN

WAJIB PAJAK FISKUS
1.| Bea Meterai yang harus dibayar/disetor
2.| Telah dibayar/disetor
3.| Kurang dibayar/disetor (1-2)
4, | Sanksi administratif :

a.
b
c.
d

e,

Denda Pasal 7 KUP
Bunga Pasal 8 (2a) KUP

Bunga Pasal 9 (2a) KUP

Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea
Meterai 1985

Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d)

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

F.5.5.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
BEA METERAI

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak Bea Meterai atas penyetoran Bea Meterai
dan/atau pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Bea Meterai.
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Tagihan Pajak tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Tagihan Pajak dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembarke-1 :untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2  : untuk Seksi Pelayanan;
- lembarke-3  :untuk Seksi Pengawasan I/I/III/IV/V/VI;
- lembarke-4 :untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4, Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13" (dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas

LT PP : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode penyetoran dan pelaporan atas pemungutan dan
penyetoran Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan
tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2022, maka ditulis Maret 2022.

Tanggal Penerbitan . Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun
pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis 27 Juli 2022.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak.
Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26 Agustus 2022.

- Nama Waijib Pajak : Cukup jelas.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.
- Kepada . Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat
dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak . Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan Surat
Kepala kantor/ Tagihan Pajak serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang
Kepala Seksi ................ , berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat
dalam bentuk tertulis dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan dibubuhi cap
dinas sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cap Dinas di
Lingkungan Kementerian Keuangan,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran Surat Tagihan Pajak . Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai
(Formulir F.4.5.77.).
b. Surat Tagihan Pajak : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran Surat Tagihan Pajak Bea
Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan
"FISKUS".
. Baris/nomor urut pada Surat Tagihan , Diisi sesuai dengan Lampiran Surat Tagihan Pajak dengan perincian sebagai
Pajak berikut:
1 Bea Meterai yang harus disetor . Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak
terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
2 Telah disetor : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran Surat Tagihan Pajak. Dalam hal tidak
terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - * (strip).
3 Kurang disetor : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran Surat Tagihan Pajak.
4 Sanksi administratif : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran Surat Tagihan Pajak.
5 Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran Surat Tagihan Pajak.

- Terbilang: ..............ooiiiilil : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT FISKUS".
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KODE NOTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA D:I:‘
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHITUNGAN
STP BUNGA/DENDA" PENAGIHAN

Atas : [Jskexs [JskexT [ ]sk. pembetutan [Js«. Keberatan

DPut. Banding DPut. Peninjauan Kembali :ISK. Persetujuan Angsuran DSK. Persetujuan Penundaan
Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak

Dasar Hukum Ketetapan ~ : [ |Pasal 19 (1)KUP [ _|Pasal 25 (9) KUP [ Jresat 27 ayat (1) kup

[ Jrasat 1o (ykup [ ]Pasal 27 ayat (5d) kup
Nama Wajib Pajak : Pekerjaan/Usaha
NPWP :
Alamat : KLY (5 digit)

Laporan - Nomor

Kode Pos : Penelitian . Tanggal

1 | SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak”

Nomor

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo
Jenis Pajak

a0 oo

2 | Dasar pengenaan Bunga/Denda Penagihan:

a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/SK. Rp/US$Y
Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/
Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan
Pembayaran Pajak®

b. Telah dibayar®:

b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
¢. Telah dibayar®:
c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan Rp/US$Y
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp/US$Y
d. .;u:;n:llah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) Rp/US$Y
e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan® (b.2 + d ) atau (a - c.1) Rp/US$Y

3 | Penghitungan sanksi administratif :
a. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP :

- Masa . 5.d. = X Rp/us$y = Rp/US$Y

- Masa .s.d. = X Rp/US$Y = Rp/US$Y

- Masa ..s.d. = X RpUS$Y s = Rp/US$Y

- Masa .. s.d. = X Rp/US$Y s = Rp/US$Y

- Masa .. s.d. = X Rp/US$Y = Rp/usg?

- Masa .. s.d. = X Rp/US$? = Rp/USSY

- Masa .. s.d. =N X Rp/US$? = Rp/US$Y

- Masa ..s.d. = X Rp/US$Y e = Rp/US$Y

- Masa . s.d, = X Rp/US$Y s = Rp/US$"Y

Jumlah Rp/US$"

b. Denda Pasal 25 (9) KUP 30% X Rp/US$Y e = Rp/US$Y

c. Denda Pasal 27 (5d) KUP 60 % X RP/USEY s = Rp/US$Y

d. Denda Pasal 27 (5f) KUP 60 % x RpfUS$Y ... = Rp/US$Y

4 | Jumlah yang harus dibayar (3.a atau 3.b atau 3.c) Rp/US$Y
TEIDIIANG: +ivereuieerrunrnriennarmemrasierrnesrrensssrremrssssasessansstnnsssesrnesashessertosssssonasssiontssiestesssnnssesrossesssetsessssnssiensessrensesrnnssssrrossorsesssnnnsssssnnssssonsnsinns

DIHITUNG DITELITI

1) Coret yang tidak peru. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.

2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2} KUP.

3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat {5d), atau Pasal 27 ayat (5f) KUP.

4) Diisi jumlah akumulasi tarif bunga sesuai dengan masa/bulan keterlambatan pembayaran yang menjadi dasar penghitungan STP.

F.5.0.77.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK
BUNGA/DENDA PENAGIHAN
A. Umum
1. Formulir Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil

5

1.

penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak
membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan
permohonan keberatan/banding.

Formulir Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan Surat
Tagihan Pajak Bunga/Denda Penagihan.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/Surat Keputusan/Putusan (Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak).

Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam

bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
- lembar ke-1

- lembar ke-2

Ukuran kertas

dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak;

: untuk pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).
B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/ldentitas

- Kode Nota

- Atas:
- Dasar Hukum Penerbitan:

- Nama Wajib Pajak
- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
- Pekerjaan/Usaha

- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) (6
digit)

- Alamat

- Kode Pos

- Laporan Penelitian - Nomor
- Tanggal

Pengisian Surat Tagihan Pajak

Baris/Nomor Urut:

1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar :

(SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat
Keputusan (SK.) Pembetulan/Surat
Keputusan Keberatan/Putusan (Put.)
Banding/Putusan Peninjauan
Kembali/Surat Keputusan Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak/Surat
Keputusan Persetujuan Penundaan
Pembayaran Pajak

Nomor

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

o oo o

Jenis Pajak

Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
Penghitungan.

Disi pada LT 11 (kotak} kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

Diberi tanda " X " (silang) pada [_| (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan/Surat Keputusan/Putusan yang akan diterbitkan Surat Tagihan
Diberi tanda " X " (silang) pada ] (kotak) yang sesuai dengan dasar
hukum penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi
Lapangan Usaha Waijib Pajak.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Coret yang tidak periu.

Diisi dengan nomor ketetapan/Surat Keputusan/Putusan.
Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/Surat Keputusan/Putusan.
Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/Surat Keputusan/Putusan.

Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam ketetapan/Surat
Keputusan/Putusan.
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2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda

a.

e.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar :

(SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT)/Surat Keputusan (SK.)
Pembetulan/Surat Keputusan
Keberatan/Putusan (Put.)
Banding/Putusan Peninjauan
Kembali, Surat Keputusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran
Pajak atau Surat Keputusan
Persetujuan Penundaan
Pembayaran Pajak

Telah dibayar:

b.1. Sampai dengan jatuh tempo :

pelunasan

b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan :

Telah dibayar:

c.1. Sampai dengan
pengajuan keberatan

c.2. Setelah tanggal
keberatan

Jumlah pajak/tagihan yang belum :

dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau
(a-c.1-c.2)
Dasar pengenaan

(b.2 +d ) atau (a - c1)

3 Penghitungan sanksi administratif:

d.

tanggal :

pengajuan :

bunga/denda :

Diisi dengan jumlah rupiah.

Diisi dengan nomor jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan
ketetapan/Surat Keputusan/Putusan.

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh tempo
ketetapan/Surat Keputusan/Putusan.

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar
ketetapan/Surat Keputusan/Putusan.

setelah jatuh tempo

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal
pengajuan Keberatan.

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan
Keberatan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Diisi sanksi administratif yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan
Pajak, yaitu salah satu dari a, atau b, atau c.

- Persentase sanksi administratif bunga yang diisi dalam nota
penghitungan adalah jumlah akumulasi tarif per bulan sesuai dengan
lamanya masa yang diperhitungkan dalam sanksi administratif.

- Pengisian penerapan sanksi administratif disesuaikan dengan Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku untuk
Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang diterbitkan Surat
Tagihan Pajak.

Diisi dalam hal dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Diisi dalam hal dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah atas Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Diisi dalam hal dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah atas Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Diisi dalam hal dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah atas Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4 Jumlah yang harus dibayar

- Terbilang: ......veiiiiiiii

C. Kolom Otorisasi

- Dihitung

- Diteliti

. Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b, atau

3.c.

. Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.

Diisi dengan nama penelitiipemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elekironik dan

tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada
(dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf
peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.

Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang
dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh {nama Supervisor/Kepala
Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan
nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
BUNGA / DENDA" PENAGIHAN

Nomor : Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo
I. | Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban peﬁ1bayaran pajak :

II.

Nama PKP/Wajib Pajak
NPWP

Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda® penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran
Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak!):
a., Nomor :
b. Tanggal Penerbitan
¢. Tanggal Jatuh Tempo
d. Jenis Pajak

2. Dasar pengenaan bunga/denda D,
a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/
SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan
Kembali/ Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan

Penundaan Pembayaran Pajak" Rp/uS$?
b. Telah dibayar 2:
b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp/US$Y
c. Telah dibayar ¥;
c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan Rp/US$1’
¢.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp/US$Y
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) )
atau (a - ¢.1 - ¢.2) Rp/US$
1) :
e. l(lafacl:ll’)engenaan Bunga/Denda™ Penagihan (b.2 4+ d ) atau Rp/US$Y
3. Jumlah yang harus dibayar:
- Sanksi administratif bunga/denda® Pasal .............. KuUP Rp/US$Y

LI =21 = T e T T OO PR DT O ST DT SUOTVEOPRRROE

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan
dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak

1)
2)
3)
4)

Kepala Kantor/
Kepala SekSi ...o.oreverreneee. e

Coret yang tidak perlu.

Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.

Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), atau Pasal 25 ayat (5f) KUP.
Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala
Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.0.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
BUNGA/DENDA PENAGIHAN
A. Umum
1. Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif berupa

bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan
angsuran/penundaan pembavaran/pelunasan paiak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan Surat
Tagihan Pajak Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Tagihan Pajak tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Tagihan Pajak dicetak dalam rangkap 4 (empat):

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

lembar ke-2  : untuk Seksi Pelayanan;
lembar ke-3  : untuk Seksi Pengawasan I/I/III/IVIVIVI;

- lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

Ukuran kertas

Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13” (dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas

- Masa/Tahun Pajak
- Tanggal Penerbitan

- Tanggal Jatuh Tempo

- Nama Pengusaha Kena Pajak
(PKP)YWajib Pajak

- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)

- Kepada

- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ..................... ,

Pengisian Surat Tagihan Pajak

Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode
ketetapan per jenis pajak.

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama
bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022,
maka ditulis 27 Juli 2022,

Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem).
Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan
tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022,
maka ditulis 26 Agustus 2022.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan nama Wajib Badan atau Waijib Pajak Orang Pribadi dan
alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Coret yang tidak perlu danfatau diisi dengan nama seksi yang
menerbitkan Surat Tagihan Pajak serta nama Kepala Kantor atau
Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur
Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak dan dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis
dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan dibubuhi cap dinas
sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cap Dinas di
Lingkungan Kementerian Keuangan.

Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak
Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
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H. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK UNTUK IMBALAN BUNGA YANG
SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

H.1. NOTA PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN
KODE NOTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK EI:I:I

NOTA PENGHITUNGAN
STP IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

Atas : I:lKeputusan I:I Putusan |:|Data dan Informasi

Nama Wajib Pajak

NPWP
Alamat
Laporan - Nomor
Kode Pos : Penelitian - Tangagal
1. | Jumiah imbalan bunga yang diberikan dalam SKPIB
No. SKPIB Tanggal Penerbitan Jumlah Imbalan Bunga
Rp/Usg®
2. | Imbalan Bunga yang seharusnya diberikan Rp/uss$!
3. | Jumlah yang harus dibayar/ditagih kembali (1-2) Rp/US$Y
L= 1= 1 =T o e T
DIHITUNG DITELITI

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.

F.5.0.77.
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK
IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak Imbalan Bunga Yang Seharusnya Tidak Diberikan (F.5.0.77.) digunakan
untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (Surat Tagihan Pajak) imbalan
bunga yang seharusnya tidak diberikan karena diterbitkannya surat keputusan, putusan, atau ditemukannya data dan/atau

informasi.

2. Formulir Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak Imbalan Bunga Yang Seharusnya Tidak Diberikan (F.5.0.77.) ini
merupakan dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak Imbalan Bunga yang seharusnya tidak diberikan.

3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis keputusan, putusan, atau data dan informasi antara lain Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Gugatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menjadi dasar diberikannya imbalan

bunga.

4. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam

bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):

- lembar ke-1

- lembar ke-2
5 Ukuran kertas

: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
: untuk pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Datal/ldentitas

Kode Nota

- Atas:

- Nama Waijib Pajak
- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
- Pekerjaan/Usaha

- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) (5 digil :

- Alamat

- Kode Pos

- Laporan Penelitian - Nomor
- Tanggal

2 Pengisian Surat Tagihan Pajak
Baris/Nomor Urut:
1 Jumiah imbalan bunga

2 Imbalan Bunga yang seharusnya
diberikan

3 Jumlah yang harus dibayar/ditagih
kembali

C. Kolom Otorisasi
- Dihitung

- Diteliti

Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
Penghitungan.

Disi pada |__—|:|___| (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

Diberi tanda " X " (silang) pada [__] (kotak) yang sesuai dengan jenis
ketetapan/surat keputusan/putusan yang akan diterbitkan Surat Tagihan
Pajak.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi
Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan rincian Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang
menjadi dasar pemberian imbalan bunga.

Diisi jumlah imbalan bunga yang seharusnya diberikan kepada Waijib
Pajak berdasarkan hasil penelitian.
Cukup jelas.

Diisi dengan nama penelit/pemeriksa pajak yang membuat nota
penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan
format "Dibuat secara elekironik oleh (nama penelitipemeriksa) pada
(dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk
tertulis diisi dengan nama dan paraf penelitipemeriksa serta tanggal
paraf dibubuhkan.

Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan
atas nota penghitungan yang dibuat secara elektronik dengan format
"Disetujui secara elektronik oleh {nama Supervisor/Kepala Seksi} pada
(dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk
tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta
tanggal paraf dibubuhkan.
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H.2. SURAT TAGIHAN PAJAK IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

Nomor - Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo

I. | Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan pemberian imbalan bunga kepada :
Nama PKP/Wajib Pajak
NPWP

II.| Dari penelitian tersebut diatas jumlah imbalan bunga yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut :
1. Jumlah imbalan bunga yang diberikan dalam SKPIB

a. Nomor

b. Tanggal Penerbitan :

€. Jumlah imbalan bunga : Rp/US$Y
2. Imbalan Bunga yang seharusnya diberikan Rp/US$Y

3. Imbalan Bunga yang seharusnya tidak diberikan/ditagih
kembali (1-2) Rp/US$Y

TErBIlANG .ot et sre st et sa e b s p s n e e

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran,
akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/

Kepala Seksi w..covurrerennen. A

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.

F.5.0.23.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

A. Umum

1.

2.

Formuiir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak atas imbalan Bunga yang Seharusnya
Tidak Diberikan karena diterbitkannya surat keputusan, putusan, atau ditemukannya data dan/atau informasi.

Sumber dokumen pembuatan Surat Tagihan Pajak Imbalan Bunga Yang Seharusnya Tidak Diberikan adalah Nota
Penghitungan Surat Tagihan Pajak Imbalan Bunga vang Seharusnya Tidak Diberikan (Formulir F.5.0.77.).
Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.

a. Dalam hal dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Surat Tagihan Pajak ditandatangani secara elektronik;
- Tidak dibuat Surat Tagihan Pajak dalam bentuk tertulis; dan
- Pengiriman Surat Tagihan Pajak tersebut dilakukan secara elektronik;
b. Dalam hal dibuat dalam bentuk tertulis, maka Surat Tagihan Pajak dicetak dalam rangkap 4 (empat):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
- lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan VIIAI/IV/VIVI;
- lembar ke4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Surat Tagihan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1.

Pengisian Data/ldentitas
R PP : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.

- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print-out) ketetapan (otomatis oleh
sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan
dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2022, maka ditulis
27 Juli 2022.

- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal
diisi secara manual ditulis dengan tanggal, hama bulan dan tahun jatuh
tempo. Misainya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2022, maka ditulis 26

Agustus 2022,

- Nama Pengusaha Kena Pajak : Cukup jelas.

(PKP)/Wajib Pajak

- Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) : Cukup jelas.

- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat

dari Waijib Pajak yang bersangkutan.

- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ Surat Tagihan Pajak serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau
Kepala Seksi ..................... , pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dalam hal Surat Tagihan Pajak
dibuat dalam bentuk tertulis dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan dan
dibubuhi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cap
Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengisian Surat Tagihan Pajak : Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak

Imabalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan.
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L. BENTUK DAN ISI LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN, SURAT
KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK

[.L1. LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK......coccrmecericenereacnene 2

LEMBAR PENGAWASAN
NOTA PENGHITUNGAN

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Laporan Penelitian /
Pemeriksaan/

Pemeriksaan Ulang?
Tanggal Laporan Penelitian /
Pemeriksaan/

Pemeriksaan Ulang?

Rekapitulasi Nota Penghitungan

No, Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak Jumlah Rp/US$?
1 2 3 4 5

1 [STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP 2

dst.
JUMLAH
Dihitung, Diteliti,
Petugas/ Kepala Seksi........ />
Pemeriksa 2 Supervisor %
Nama ... Nama...
1) Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.

2) Coret yang tidak perlu
3) Diisi nama seksi yang menerbitkan Nota Penghitungan
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PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

A. Umum

1. Lembar Pengawasan Nota Penghitungan (L.5.0.77.) digunakan sebagai:
a. rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan;
b. pengawasan atas kesesuaian Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang.

2. Setiap Lembar Pengawasan Nota Penghitungan dibuat untuk satu Laporan
Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang.

3. a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print-out) dalam rangkap 2 (dua) dan disatukan bersama
seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan
ulang.

b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh
Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/ pemeriksaan ulang
yang sama.

4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13”.

B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/ldentitas

- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

- Nomor Pokok Waijib Pajak : Cukup jelas.
{(NPWP)

- Nomor Laporan Penelitian/ Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang
Ulang

- Tanggal Laporan Penelitian/ : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang
Ulang

2. Pengisian Kolom

- Nota Penghitungan atas Jenis : Diisi jenis ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan berdasarkan
Ketetapan Nota Penghitungan yang telah dibuat.

- Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak atas Nota Penghitungan yang telah dibuat
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
yaitu Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan, Pajak Penghasilan
Pemotongan/Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai, Bunga/Denda Penagihan,
atau Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan.

- Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
- Jumlah Rupiah . Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar
(menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada Nota
Penghitungan.
C. Kolom Pengawasan Nota Penghitungan
- Dihitung . Diisi dengan nama, paraf peneliti/pemeriksa dan tanggal paraf
Petugas/Pemeriksa dibubuhkan Petugas peneliti/Pemeriksa.
Nama
- Diteliti . Diisi dengan nama, paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal
Kepala Seksi..../Supervisor paraf dibubuhkan.

Nama
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1.2. LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK/SURAT TAGIHAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ..oveeeererererereereees b

LEMBAR PENGAWASAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

Nama Wajib Pajak
NPWP
Nomor Laporan Penelitian/

Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang?

Tanggal Laporan Penelitian/

Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang?

Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

No. Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan | Jenis Pajak Mas:a/jl;‘akhun Jumlah Rp/US$?
1 2 3 4 5 6
1 |STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/
SKPPKP )
dst.
JUMLAH
Dibuat/dicetak, Diteliti, Menetapkan,
Petugas Kepala Seksi Kepala Kantor/
Pejabat
Nama ... Nama... Nama...
Distribusi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak
No Kepada Nama Paraf Tanggal
1 |Petugas Ekspedisi/WP yang bersangkutan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pengawasan VII/IVIVV/VI

Seksi Pelayanan (Arsip)

1)
2)

Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan ketetapan.
Coret yang tidak perlu

L.5.0.23.
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A. Umum

penelitian/pemeriksaan;

dan

/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang.

Ulang yang sama.

4. Ukuran kertas

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/ldentitas
- Nama Waijib Pajak :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Nomor Laporan Penelitian/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang

- Tanggal Laporan Penelitian/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang
2. Pengisian Kolom
- Jenis Ketetapan
- Nomor Ketetapan
- Masa/Tahun Pajak
- Jenis Pajak

Jumlah Rupiah

C. Kolom Pengawasan Penerbitan Ketetapan

- Dibuat/dicetak
Petugas
Nama

- Diteliti
Kepala Seksi
Nama

- Menetapkan
Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat
Nama

D. Kolom Distribusi/pengiriman ketetapan

PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

1. Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (L.5.0.23.) digunakan sebagai:
a. Rekapitulasi surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan atas satu laporan hasil

b. Pengawasan atas kesesuaian nota penghitungan dan hasil penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;

c. Pengawasan pengiriman atau penyampaian surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak ke seksi terkait.
2. Setiap Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dibuat untuk 1 (satu) Laporan Penelitian

3. a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print-out) dalam rangkap 1 (satu) dan disatukan bersama seluruh surat
ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang berasal dari suatu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan

b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Surat Tagihan dan/atau
surat ketetapan pajak yang berasal dari suatu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang yang sama.

Dicetak (print-out ) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13",

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Nomor Laporan hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksan Ulang.

Tanggal Laporan hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksan Ulang.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan jenis pajak atas Nota Penghitungan yang telah dibuat sebagaimana
dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yaitu Pajak Penghasilan
Orang Pribadi/Badan, Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai, Bunga/Denda
Penagihan, atau Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan.

Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus)
atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

Diisi dengan nama paraf dan tanggal paraf Petugas pencetak ketetapan.

Diisi dengan nama paraf dan tanggal paraf dibubuhkan Kepala Seksi yang
berwenang.

Diisi dengan nama dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai
dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal
Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal
paraf dibubuhkan.

1 Diisi dengan nama dan paraf penerima serta tanggal ketetapan diterima petugas ekspedisi atau Wajib Pajak yang
bersangkutan dalam hal disampaikan secara langsung;

2 Diisi dengan nama dan paraf penerima serta tanggal ketetapan diterima Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

3 Diisi dengan nama dan paraf penerima serta tanggal ketetapan diterima Seksi Pengawasan VI/IN/IV/V/VI;

4 Diisi dengan nama dan paraf petugas pemberkasan/arsip dan tanggal dilakukannya pengarsipan pada Seksi Pelayanan.

Salinan sesuai dengan aslinya

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ttd

SURYO UTOMO




